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RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)
PADA PBPH PT INHUTANI | UNIT SAMBARATA
UNTUK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE - 1 (KESATU)

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

a. NamaLPVI . PT Trustindo Prima Karya
b.  Alamat Kantor . Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa
No. 80 Samarinda.75121

c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com

d. Website : www.trustindo.net

e.  Nomor Akreditasi KAN . LPVI-017-IDN
sebagai LPVI Masa berlaku 27 September 2025 s.d 26 September 2030

f.  Penetapan sebagai LPVI SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri
Pelaksana Penilaian Kehutanan No. 5855 TAHUN 2025 Tanggal 8 September 2025
Kinerja PHL dan VLHH

g.  Tim Audit . Ir. Wasis Kuncoro (Auditor Sosial) / LA Supervisor

1

2. Ir. Suhardi (Auditor Prasyarat)

3. Ir Kuntiyadi (Auditor Produksi)

4. Mahardika Larasati, S Hut (Auditor Ekologi)
5. M. Ngizudin, S Hut (Auditor VLHH Kayu)

h.  Pengambil Keputusan . Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS AUDITI

a. Nama Auditi : PT Inhutani | Unit Sambarata
b. Alamat Kantor :JI. KH. Ahmad Dahlan No. 69 Kota Kota Administratif Jakarta Selatan
Provinsi DKI Jakarta
c. Email Do
d.  Nomor SK PBPH : No. 570/MenLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021, Tanggal 3 September 2021
e. Luas dan Lokasi Areal . 106.020 Hektar di Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur
PBPH
f.  Nomor S-PHL . 062.SPHL.017
Masa Berlaku ;30 April 2024 s.d. 29 April 2030
g. MR auditi untuk . Joko Susanto
kegiatan audit Manager
h.  SK. Penunjukan : 0055/VIII.A/IHT1-DIRUT/2026 tanggal 30 Maret 2026
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3. PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN

No. | Tahapan Kegiatan Audit Waktu Ringkasan Hasil Kegiatan
Pelaksanaan
1. Pertemuan koordinasi 14 April 2026 = Dilakukan secara online menggunakan
dengan : Direktorat PUPH aplikasi Zoom Meeting.
sebelum penilaian lapangan » Terdapat informasi tentang auditi untuk
dikonfirmasi ke UM dan di lapangannya.
2. Pertemuan koordinasi 15 April 2026 = Dilakukan secara off line di kantor instansi
dengan : instansi BPHL Wil. XIIl Samarinda di Samarinda
kehutanan di daerah = Hasil pelaksanaan koordinasi
sebelum penilaian lapangan didokumentasikan menggunakan form F1-
02.5a Rev.1
15 April 2026 = Dilakukan secara off line di kantor instansi

Dinas Kehutanan Prov. Kaltim di Samarinda
= Hasil pelaksanaan koordinasi
didokumentasikan menggunakan form F1-

02.5a Rev.1
3. Rapat konsultasi publik - = Tidak dilakukan konsultasi publik karena
audit penilikan ke-1
4. Pelaksanaan penilaian 16 -19 April = Dilaksanakan di kantor lapangan dan areal
lapangan 2026 PBPH auditi.

= Kegiatan dimulai dengan melaksanakan
pertemuan pembukaan, untuk
menyampaikan rencana teknis pelaksanaan
audit dan tata tertibnya, dan diakhiri dengan
pertemuan penutupan, untuk
menyampaikan hasil audit dan
kesimpulannya.

= Pelaksanaan pertemuan pembukaan
dibuatkan BAP menggunakan form F1-02.7

Rev.1 dan untuk pertemuan penutupan form

F1-02.9 Rev.1

= Pelaksanaan audit meliputi :

a) Penilaian kinerja PHL menggunakan
Standar Penilaian Kinerja PHL sesuai
Lampiran 1.1 SK.9895 dan SE Dirjen
PHL Nomor 2 tahun 2026 oleh auditor
prasyarat (Suhardi), produksi
(Kuntiyadi), ekologi (Mahardika
Larasati) dan sosial (Wasis Kuncoro).

b) Verifikasi legalitas hasil hutan
menggunakan Standar VLHH Kayu
sesuai Lampiran 2.1 SK.9895 oleh
auditor VLHH Hulu (M. Ngizudin)

= Hasil audit dari masing-masing auditor,
dicatat menggunakan checklist sesusi form

F1-02.8 Rev.1
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Pertemuan koordinasi 21 April 2026 | = Dilakukan secara on line menggunakan

dengan : instansi Zoom Meeting dengan Dinas Kehutanan

kehutanan di daerah Prov. Kaltim di Samarinda untuk

setelah penilaian lapangan melaporkan hasil audit dan tindak lanjutnya
atas informasi yang disampaikan pada
koordinasi awal.

= Hasil pelaksanaan koordinasi
didokumentasikan menggunakan form F1-
02.5b Rev.1

21 April 2026 | = Dilakukan secara on line menggunakan
Zoom Meeting dengan BPHL Wil. XIII
Samarinda di Samarinda untuk melaporkan
hasil audit dan tindak lanjutnya atas
informasi yang disampaikan pada koordinasi
awal.

= Hasil pelaksanaan koordinasi
didokumentasikan menggunakan form F1-
02.5b Rev.1

HASIL AUDIT :
4.1 HASIL PENILAIAN KINERJA PHL :

| A. | Aspek PRASYARAT

1. | Indikator 1.1 | : | Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi
a. | Verifier 1.1.1 | : | Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai
tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Instruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT,
Peta TBT dan BATB).
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian PT Inhutani | Unit Sambarata merupakan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan
Singkat hutan (PBPH) untuk pemanfaatan hutan alam berdasarkan SK Menteri yang
Justifikasi membidangi masalah kehutanan sebagai berikut :

a) Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.195/Menhut-11/2006, Tanggal 1 Juni 2006
Tentang Perpanjangan IUPHHK Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi dengan
luas £ 106.020 ha di Prov. Kaltim dengan jangka waktu 45 tahun sejak 8
Desember 1993 s/d 7 Desember 2038 dilengkapi Lampiran Peta Areal Kerja skala
1:100.000; Jo.

b) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.
570/MenLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3 September 2021 tentang perubahan
nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan
pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam dengan areal kerja seluas 106.020
Hektar di Provinsi Kalimantan Timur.

Terhitung saat ini (2026), umur izin usaha (PBPH) = 20 tahun. SK PBPH berlaku untuk

45 tahun sampai dengan tanggal 31 Mei 2051

Mengacu pada RKUPH Revisi Periode 2022 — 2031, pemancangan pal batas areal kerja

PBPH sampai dengan saat ini (2026) mencapai 136 Km (57%) dari total rencana tata

batas areal PBPH sepanjang 237 m. Namun berdasarkan ketersediaan dokumen TBT di

lapangan, maka realisasi pemancangan batas PT Inhutani | Unit Sambarata sepanjang

43,21 Km atau sebesar (18%) dari rencana sepanjang 239,249 Km, sebagaimana Berita
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Acara Kesepakatan Penataan Batas Persekutuan PT ITCI Kayan Hutani dengan PT
Inhutani | Unit Sambarata hari Selasa tanggal 19 November 2019 yang tercantum pada
Laporan Tata Batas No. TBT.28/BPKH.IV/PBPH/11/2021.

Ketersediaan dokumen tata batas dinilai tidak lengkap sesuai dengan tingkat
realisasinya sebagai berikut :

1) Pedoman/ Rencana TBT No. 88/KUH-2/IUPHHK-HA/2014, sepanjang 239,249 Km.

2) Instruksi Kerja No. No. INS.52/BPKH.IV/PKH/PLA.2/4/2022, tanggal 26 April 2022,
Sepanjang 155,082 meter.

3) Berdasarkan instruksi kerja tersebut, kegiatan pemancangan batas yang sudah
dilaksanakan adalah batas persekutuan dengan PBPH-HA PT ITCI Kayan Hutani
dengan realisasi sepanjang 43,21 Km sesuai dengan BAP Penataan Batas
Persekutuan PT ITCI Kayan Hutani dengan PT Inhutani | Unit Sambarata hari
Selasa tanggal 19 November 2019 yang tercantum pada Laporan Tata Batas No.
TBT.28/BPKH.IV/PBPH/11/2021.

4) Laporan TBT No. TBT.28/BPKH.IV/PBPH/11/2021, merupakan kegiatan
pemancangan batas dari PT ITCI Kayan Hutani dan sebagian trayek batas
merupakan batas persekutuan dengan PT Inhutani | Unit Sambarata, yaitu trayek U-
Z-Cc sepanjang 42.610 Km dengan realisasi sepanjang 43,21 Km.

5) Tersedia Peta Hasil Penataan Batas Skala 1;20.000 lembar ke-5 dan lembar ke-6
yang merupakan lampiran dari Laporan TBT No. TBT.28/BPKH.IV/PBPH/11/2021
pada Trayek batas persekutuan antara PT ITCI Kayan Hutani dengan PT Inhutani |
Unit Sambarata.

6) Sedangkan trayek batas persekutuan dengan PT Rizki Kacida Reana, dan PT

Tanjung Redeb Hutani pada dokumen Rencana Tata Batas sudah dilakukan,
namun tidak tersedia dokumen administrasi penataan batas di kantor lapangan.

b. | Verifier 1.1.2 | : | Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya
Bobot D2
NILAI : | SEDANG
Uraian .| Mengacu pada RKUPH Revisi Periode 2022 - 2031, pemancangan pal batas areal kerja
Singkat PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata sampai dengan saat ini (2026) mencapai 136 Km
Justifikasi (57%) dari total rencana tata batas areal PBPH sepanjang 237 Km sebagai berikut :
No | Jenis Batas | Panjang | Sudah | % | Belum | % Ket.
(Km) TBT TBT
(Km) (Km)
1 | Batas Sendiri
Hutan Negara 23 - - 23| 9,70
2 | Batas
Persekutuan
PT RKR 35 19| 8,02 16| 6,75 | TBT
1304/1998
PT TRH 68 68 | 28,69 - - | TBT
1224/1997
dan
1225/1997
PT Palma 27 - - 27 | 11,39
Kharisma
PT IKANI 54 49 | 20,68 5| 2,11 | TBT 169/1980
dan 187/1982
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PT INH 30 - - 30 | 12,66
Segah Hulu
Jumlah 237 136 | 57,39 101 | 42,61

Namun berdasarkan ketersediaan dokumen TBT di lapangan, maka realisasi
pemancangan batas PT Inhutani | Unit Sambarata sepanjang 43,21 Km atau sebesar
(18%) dari rencana sepanjang 239,249 Km, sebagaimana Berita Acara Kesepakatan
Penataan Batas Persekutuan PT ITCI Kayan Hutani dengan PT Inhutani | Unit
Sambarata hari Selasa tanggal 19 November 2019 yang tercantum pada Laporan Tata
Batas No. TBT.28/BPKH.IV/PBPH/11/2021

Realisasi kegiatan pemeliharaan batas sebagai berikut dilakukan pada trayek C - Cc
sepanjang 7.095 meter sesuai dengan BAP Pemeliharaan Batas hari Selasa tanggal 14
Oktober 2025.

Hasil observasi lapangan menunjukkan titik lokasi kegiatan pemeliharaan dan
kesesuaian lokasi kegiatan pemeliharaan batas dengan BAP Pemeliharaan dengan
sampling pada trayek sebagai berikut :

1) Trayek Z-Cc Patok No. 12 batas PT Inhutani | Unit Sambarata dan PT ITCI Kayan
Hutani pada koordinat N 020 36" 38,3" E 1170 04’ 45,6”;

2) Trayek Z-Cc batas PT Inhutani | Unit Sambarata dan PT ITCI Kayan Hutani pada
koordinat N 020 36’ 38,2" E 1179 04’ 45,5 ditandai dengan cat merah pada pohon
sepanjang jalur batas;

3) Trayek Z-Cc batas PT Inhutani | Unit Sambarata dan PT ITCI Kayan Hutani pada
koordinat N 020 36’ 38,3" E 117° 04’ 46,8 ditandai dengan cat merah pada pohon
sepanjang jalur batas;

4) Trayek Z-Cc batas PT Inhutani | Unit Sambarata dan PT ITCI Kayan Hutani pada
koordinat N 020 36’ 38,1” E 1170 04’ 47,3" ditandai dengan cat merah pada pohon
sepanjang jalur batas

c. | Verifier 1.1.3

Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian yang
membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak Pengelolaan

Bobot 2

NILAI BAIK

Uraian Fragmentasi areal terbangun tanpa izin seluas 8,77 Ha (0,01%) dari total luas areal
Singkat PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata (106.020 Ha), sedangkan fragmentasi keseluruhan
Justifikasi sebagai berikut ;

No. Fragmentasi IZ::)S Legalitas
1. | PPKH - .
2. | PPTK (TORA) 0,78 \
3. Perhutanan Sosial (HKm, HD, Hutan Adat, HTR) - -
4. | APL 12.605,19 v
5. | Sawit dan/ atau Korporasi lain - -
6. Konflik Tenurial/ Areal Lainnya (Pertanian, Jalan, 8,77 -
Kebun Masyarakat/sawit)
7. | Pemukiman - -
Jumlah terbangun tanpa lzin 8,77
Jumlah terbangun dengan izin 12.605,97
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Verifier 1.1.4

Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi

Bobot

2

NILAI

BAIK

Uraian
Singkat
Justifikasi

Penguasaan lahan oleh pihak lain diidentifikasi berupa adanya areal APL dan TORA
serta klaim lahan penanaman sawit masyarakat dengan areal seluas 12.614,74 Ha.

Areal kerja PT Inhutani | Unit Sambarata seluas +106.020 Ha dan terdapat penguasaan
oleh pihak lain seluas 12.614,74 Ha yang merupakan areal penggunaan lain (APL) dan
TORA serta tanaman Sawit Masyarakat, sehingga total penguasaan lahan oleh PBPH
PT Inhutani | Unit Sambarata sebesar 106.020 Ha — 12.614,74 Ha = 93.405,26 Ha atau
sebesar 88,10% dari luasan areal kerja

Nilai Kinerja
Indikator 1.1

(18121) x 100% = 85,71% (BAIK)

Indikator 1.2

Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi

Verifier 1.2.1

Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan
yang sesuai dengan PHL

Bobot

1

NILAI

BAIK

Uraian
Singkat
Justifikasi

PT Inhutani | Unit Sambarata telah menyusun dokumen visi dan misi perusahaan sesuai
dengan Pernyataan visi dan misi yang ditangatangani oleh Direktur PT Inhutani | No.
973/VIl/inhutani/2024 tanggal 5 Juli 2024.

Visi perusahaan diverifikasi telah sesuai dengan kerangka PHL yaitu mencakup aspek
produksi (Visi diversifikasi produk hilir kayu), aspek ekologi (Visi menuju industri
kehutanan hijau), dan aspek sosial (Visi optimalisasi total forest value). Namun misi PT
Inhutani | Sambarata masih terlihat sangat global dan masih perlu diperjelas dengan
menguraikan misi untuk mengelola hutan secara lestari dan bersertifikat, sedangkan misi
untuk mengembangkan hutan tanaman dengan jenis komersial unggul dan bernilai tinggi
serta misi untuk mengembangkan industri pengolahan kayu berupa Finished Product
(FP) unggul berbasis enginered wood product dinilai tidak sesuai dengan perizinan
PBPH untuk pemanfaatan kayu kayu hutan alam dan dokumen RKUPH Multi Usaha
Kehutanan berupa pemanfaatan kayu hutan alam, pemanfaatan jasa lingkungan
(perlindungan keanekaragaman hayati, wisata minat khusus dan penyerapan dan/atau
penyimpanan karbon), serta pemanfaatan HHBK melalui Kemitraan Konsesi.

Visi Misi PT Inhutani | Unit Sambarata telah disosialisasikan kepada karyawan, mitra
kerja maupun masyarakat termasuk mencantumkan visi dan misi pada website PT
Inhutani | dengan alamat https:/inhutani.co.id/

Verifier 1.2.2

Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan

Bobot

2

NILAI

BURUK

Uraian
Singkat
Justifikasi

Visi dan misi yang disajikan dan diverifikasi merupakan dokumen visi dan misi dari induk
perusahaan PT Inhutani | yang diterapkan juga menjadi visi dan misi PT Inhutani | Unit
Sambarata. Misi pertama PT Inhutani | Sambarata masih terlihat sangat global dan
masih perlu diperjelas dengan menguraikan misi untuk mengelola hutan secara lestari
dan bersertifikat, sedangkan misi kedua untuk mengembangkan hutan tanaman dengan
jenis komersial unggul dan bernilai tinggi serta misi ketiga untuk mengembangkan
industri pengolahan kayu berupa Finished Product (FP) unggul berbasis enginered wood
product dinilai tidak sesuai dengan perizinan PBPH untuk pemanfaatan kayu kayu hutan
alam dan rencana jangka panjang pada dokumen RKUPH Multi Usaha Kehutanan
berupa pemanfaatan kayu hutan alam, pemanfaatan jasa lingkungan (perlindungan
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keanekaragaman hayati, wisata minat khusus dan penyerapan dan/atau penyimpanan

karbon), serta pemanfaatan HHBK melalui Kemitraan Konsesi

PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki misi perusahaan yang berjumlah 3 (tiga) misi

sehingga masing-masing misinya memiliki bobot nilai sebesar 33-34%. Dengan

membandingkan setiap implementasi pengelolaan hutan lestari pada aspek produksi,
ekologi dan sosial dengan visi dan misi yang dicanangkan, maka misi PT Inhutani | Unit

Sambarata dinilai belum seluruhnya diimplementasikan di lapangan di antaranya

sebagai berikut :

1) Misi pertama untuk mengelola hutan secara lestari dan bersertifikat secara umum
telah diimplementasikan dengan memenuhi kewajiban administrasi terkait dokumen
legalitas SK PBPH dan perencanaan jangka panjang berupa RKUPH, perencanaan
jangka pendek berupa RKTPH dan produksi penebangan kayu sesuai dengan
riapnya, penyusunan dokumen lingkungan berupa Amdal, RKL dan RPL,
mengalokasikan kawasan lindung serta melakukan kelola sosial kepada masyarakat
terdampak. Namun demikian masih terdapat kegiatan yang belum sepenuhnya
dilakukan untuk mengelola hutan secara lestari seperti belum melakukan
pemancangan batas temu gelang, kewajiban pengelolaan lingkungan baik
pengelolaan dampak fisik kimia, perlindungan dan pengamanan hutan serta
pengelolaan flora fauna belum sepenuhnya sesuai dengan kewajiban pada RKL dan
RPL serta kegiatan kelola sosial yang lebih kepada hal yang bersifat pemberian
bantuan serta program kemitraan yang belum diimplementasikan. Sedangkan untuk
sertifikat pengelolaan hutan lestari. PT Inhutani | Unit Sambarata dinilai telah
memperoleh Sertifikat PHL dengan Predikat BAIK pada periode sebelumnya.
Implementasi misi pertama telah diimplementasikan dan dinilai sebesar
(0,8x34%=27,2%).

2) Misi kedua untuk mengembangkan hutan tanaman dengan jenis komersial unggul
dan bernilai tinggi dinilai tidak sesuai dengan perizinan PBPH PT Inhutani | Unit
Sambarata untuk pemanfaatan kayu kayu hutan alam dan rencana jangka panjang
pada dokumen RKUPH Multi Usaha Kehutanan berupa pemanfaatan kayu hutan
alam, pemanfaatan jasa lingkungan (perlindungan keanekaragaman hayati, wisata
minat khusus dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon), serta pemanfaatan
HHBK melalui Kemitraan Konsesi. Implementasi misi kedua tidak
diimplementasikan baik pada tataran dokumen legalitas, dokumen pendukung dan
operasional di lapangan dan dinilai sebesar (0x33%=0%).

3) Misi ketiga untuk mengembangkan industri pengolahan kayu berupa Finished
Product (FP) unggul berbasis enginered wood product dinilai tidak sesuai dengan
perizinan PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata untuk pemanfaatan kayu kayu hutan
alam dan rencana jangka panjang pada dokumen RKUPH Multi Usaha Kehutanan
berupa pemanfaatan kayu hutan alam, pemanfaatan jasa lingkungan (perlindungan
keanekaragaman hayati, wisata minat khusus dan penyerapan dan/atau
penyimpanan karbon), serta pemanfaatan HHBK melalui Kemitraan Konsesi.
Implementasi misi ketiga tidak diimplementasikan baik pada tataran dokumen
legalitas, dokumen pendukung dan operasional di lapangan dan dinilai sebesar
(0x33%=0%).

4) Dengan demikian pada misi misi PT Inhutani | Unit Sambarata telah
diimplementasikan sebagian dengan nilai sebesar 27,2%

Nilai Kinerja
Indikator 1.2

(5/9)x100 % = 55,56% (BURUK)

3. | Indikator 1.3

Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang
kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan
untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari
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a. | Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya
pengelolaan hutan yang lestari

Bobot 2

NILAI BAIK

Uraian Struktur Organisasi PT Inhutani | Unit Sambarata merupakan bagian dari Struktur

Singkat Organisasi besar PT Inhutani | yang disusun berdasarkan aspirasi dari Pemegang

Justifikasi Saham (shareholder aspiration) sesuai dengan Surat Direktur Utama Perum Perhutani
selaku Pemegang Saham No. 132/011.1/SDMU&IT/2023 tanggal 29 Maret 2023 dan
Persetujuan Struktur Organisasi PT Inhutani | sesuai dengan Surat Komisaris No. S-
14/DK-INH/IV/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Persetujuan Struktur Organisasi PT
Inhutani I. Penetapan Struktur Organisasi PT Inhutani | sesuai dengan keputusan
Direktur Utama No. 034/l/Inhutani/2025 tanggal 20 Januari 2025.
Struktur Organisasi PT Inhutani | Unit Sambarata telah sesuai dengan kaidah
pengelolaan hutan lestari yang menempatkan bagian perencana, pelaksana produksi,
pembinaan hutan dan kelola sosial serta bagian pendukungnya. Terdapat lampiran
berupa bagan organisasi dan uraian tugas pada masing-masing jabatannya.

b. | Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis
menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan
pengelolaan hutan sesuai ketentuan

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki tenaga profesional kehutanan berupa Sarjana
Singkat Kehutanan sebagai berikut :

Justifikasi

a) Total dimiliki saat ini 1 (satu) orang
b) Ditempatkan di lapangan/ basecamp 1 (satu) orang pada jabatan Staf
perencanaan
PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki tenaga profesional kehutanan berupa tenaga
menengah kehutanan SMK Kehutanan/ SKMA sebagai berikut:
a) Total dimiliki saat ini 5 (lima) orang
b) Ditempatkan di lapangan/ basecamp pada jabatan (Staf Perenanaan, Staf
Produksi, Staf Kelola Sosial, Lingkungan dan Pengembangan Usaha serta Staf
Bina Hutan, Pengamanan dan Perlindungan Hutan)
PT Inhutani | Unit Sambarata merencanakan kebutuhan GANISPH dalam RKUPH
sebanyak 11 orang terdiri dari GANISPH Kurpet 1 Orang, GANISPH Canhut 2 Orang,
GANISPH Binhut 2 Orang, GANISPH Nenhut 1 Orang dan GANISPH PKB 5 Orang.
Realisasi kepemilikan tenaga teknis pengelolaan hutan lestari (GANISPH) sebagai
berikut :

No Kompetensi JUMLAH GANISPH

" | GANISPH RKUPH | Keperluan | Realisasi | +/-

1. | Kurpet 1 1 1 -
2. | Canhut 2 2 2 -
3. | Binhut 2 2 2 -
4. | Nenhut 1 1 - -1
5. | PKB 5 5 5 -
6. | Jasling Karbon 1 - -1
7. | HHBK 1 - -1
Jumlah 1 13 10 -3
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GANSIPH PT Inhutani | Unit Sambarata telah memiliki pengangkatan penugasan dan
penempatan serta sertifikat kompetensi sesuai dengan data pada SIGANISHUT.

Dengan demikian realisasi pemenuhan tenaga professional bidang kehutanan (Sarjana
Kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) pada bidang
kegiatan / organisasi pengelolaan hutan serta Ganis PHL PT Inhutani | Unit Sambarata
sebesar 90,91 (=70%) dari kebutuhan yang tercantum dalam dokumen perencanaan
namun (RKUPH) dan tidak tersebar merata pada setiap bidang kegiatan, PT Inhutani |
Unit Sambarata tidak memiliki GANISPH Nenhut dan GAINISPH Jasa Lingkungan
Karbon serta GANISPH HHBK sebagaimana kegiatan pada RKUPH Multi Usaha

Kehutanan
c. | Verifier 1.3.3 | : | Peningkatan kompetensi SDM
Bobot D2
NILAI : | SEDANG
Uraian ;| PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki dokumen rencana pendidikan dan latihan
Singkat karyawan yang tercantum pada dokumen Rencana Pelatihan Tenaga Profesional
Justifikasi Kehutanan sebagai berikut :

1) Tahun 2024 PT Inhutani | Unit Sambarata merencanakan peningkatan kompetensi
karyawan melalui kegiatan training, penilaian kinerja dan uji kompetensi tenaga
profesional kehutanan dan GANIPSH sebanyak 9 judul pelatihan sejumlah 23 orang
dan direalisasikan sebanyak 6 judul pelatihan sejumlah 17 orang (74%).

2) Tahun 2025 PT Inhutani | Unit Sambarata merencanakan peningkatan kompetensi
karyawan melalui kegiatan training, penilaian kinerja dan uji kompetensi tenaga
profesional kehutanan dan GANIPSH sebanyak 8 judul pelatihan sejumlah 22 orang
dan direalisasikan sebanyak 3 judul pelatihan sejumlah 14 orang (64%).

3) Tahun 2026 PT Inhutani | Unit Sambarata merencanakan peningkatan kompetensi
karyawan melalui kegiatan training, penilaian kinerja dan uji kompetensi tenaga
profesional kehutanan dan GANIPSH sebanyak 9 judul pelatihan sejumlah 22 orang
dan direalisasikan sampai dengan triwulan | tahun 2026 sebanyak 1 judul pelatihan
sejumlah 1 orang (5%), sedangkan sisanya akan direalisasikan pada Triwulan II, Il
dan IV tahun 2026.

Rata-rata realisasi pelatihan selama tahun 2024-2025 sebesar 69%, sedangkan untuk

tahun 2024 masih belum seluruhnya dan direncanakan sisanya akan direalisasikan pada

Triwulan 1, Il dan IV tahun 2026

d. | Verifier 1.3.4 | : | Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana
kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)
Bobot 1
NILAI . | BAIK
Uraian .| Tenaga profesional kehutanan PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata telah memiliki
Singkat kelengkapan administrasi ketenagakerjaan sebagai berikut :
Justifikasi 1. ljazah pendidikan tersedia lengkap 1 orang Sarjana dan 5 orang SKMA

SK Pengangkatan tersedia lengkap pada seluruh tenaga profesional dan GANISPH
Sertifikat pelatihan tersedia dan sebagian melalui bimtek

SK Penugasan dari BPHL Wilayah XIlI tersedia lengkap
SK Penempatan dari Direksi tersedia lengkap

2

3.

4. Sertifikat kompetensi GANISPH tersedia lengkap
5

6

(

Nilai Kinerja 17/21) x 100 % = 80,95 % (BAIK)

Indikator 1.3
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4. | Indikator 1.4

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan
Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai
Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi

a. | Verifier 1.4.1

Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen

Bobot 2

NILAI BAIK

Uraian PT Inhutani | Unit Sambarata secara khusus memiliki sistem informasi manajemen
Singkat berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk sistem pelaporan secara efektif
Justifikasi yaitu

No SIM Fungsi

1 | (ASME) Aplikasi | Untuk meningkatkan efisiensi administrasi,
Surat Menyurat mempermudah penglolaan surat masuk/keluar, dan

Elektronik memperkuat kompetensi kearsipan pegawai secara digital
2 | ASI (Aplikasi Digunakan untuk pengelolaan data karyawan, penilaian
SDM Inhutani) kinerja karyawan, pengelolaan kehadiran dan pengajuan
cuti/ izin secara digital dan administrasi penggajian dan
tunjangan

3 | PresensiInhutani | Digunakan untuk mencatat jam masuk dan jam pulang
pegawai, data presensi terintegrasi dengan sistem
penggajian (Payroll) untuk perhitungan gaji, tunjangan
dan potongan keterlambatan serta untuk memastikan
kehadiran karyawan di areal industri atau hutan

Di samping itu secara umum, monitoring data dan informasi serta pengiriman data
laporan dan lainnya menggunakan aplikasi dan perangkat berbasis IT seperti biasanya
berupa email, what's app dan grup-grup komunikasi lainnya. Secara operasional pada
beberapa lokasi yang tidak terjangkau jaringan seluler, komunikasi dilakukan
menggunakan radio HT.

Terdapat peralatan elektronik sebagai barang inventaris penunjang operasional di
lapangan yang ditunjang dengan keberadaan jaringan internet di lapangan yang baik

b. | Verifier 1.4.2

Keberadaan SPl/internal auditor dan efektifitasnya

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki organisasi SPI/ Internal Audit yang tercantum
Singkat pada Struktur Organisasi tingkat Direksi. Kegiatan operasional PT Inhutani | Unit
Justifikasi Sambarata juga dimonitoring dan dievaluasi oleh personil SPI pada struktur organisasi

tingkat Direksi.

Tidak terdapat dokumen laporan kegiatan monitoring dan evaluasi dari SPI dan hasil
wawancara dengan MR dan PIC menyatakan bahwa selama periode audit tahun 2024,
2025 dan 2026 SPI PT Inhutani | belum pernah melakukan kegiatan monitoring dan
evaluasi

Dengan demikian pada PT Inhutani | Unit Sambarata terdapat organisasi SPI yang
disahkan namun kegiatan SPI PT Inhutani | Unit Sambarata dinilai belum berjalan
dengan efektiif melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengontrol jalannya
kegiatan organisasi sesuai dengan standar dan kebijakan yang diterapkan

c. | Verifier 1.4.3

Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.

Bobot

2

NILAI

BURUK
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Uraian
Singkat
Justifikasi

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat dokumen laporan kegiatan monitoring
dan evaluasi dari SPI dan hasil wawancara dengan MR dan PIC menyatakan bahwa
selama periode audit tahun 2024, 2025 dan 2026 SPI PT Inhutani | belum pernah
melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi di Unit Manajemen PT Inhutani | Unit
Sambarata.

Dengan demikian pada PT Inhutani | Unit Sambarata terdapat organisasi SPI yang
disahkan namun selama periode audit tidak terdapat kegiatan SPI dan laporan kegiatan
SPI untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pada Unit Manajemen PT Inhutani | Unit
Sambarata.

Verifier 1.4.4

Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan
instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian
Singkat
Justifikasi

PT Inhutani | Unit Sambarata telah memiliki personil yang ditugaskan untuk menjalankan

sistem informasi manajemen milik Kementerian Kehutanan sebagaimana penunjukkan

dari Direksi dengan personil dan keputusan sebagai berikut :

1) SIPASHUT atas nama Ihsan Nararya PM sesuai SK No. 90/XI/Inh-Divre-KTSS/2025
tanggal 04/11/2025

2) SIPUHH atas nama Mamud Riyadi sesuai SK No. 356/1ll/Inhutani/2021 tanggal
24/03/2021

3) SIPNBP atas nama Mamud Riyadi sesuai SK No. 91/Xl/Inh-Divre-KTSS/2025
tanggal 04/11/2025

4)  SIGANISHUT atas nama Mahmud Riyadi, dan Alfrida Sakkang RL sesuai SK No.
89/XI/Inh-Divre-KTSS/2025 tanggal 04/11/2025

5) SIPONGI atas nama Alfrida Sakkang RL sesuai SK No. 92/XI/Inh-Divre-KTSS/2025
tanggal 04/11/2025

6) SIPATOK atas nama M. Fathur Rachman sesuai SK No. 93/XI/Inh-Divre-
KTSS/2025tanggal 04/11/2025

Berdasarkan hasil pengecekan pada implementasi kepatuhan pelaporan SIM yang

dilakukan oleh PT Inhutani | Unit Sambarata menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan

pada SIM Kementarian LHK diverifikasi patuh dilaporkan namun pengisian laporannya

masih perlu dilengkapi sesuai data terkini.

Nilai Kinerja
Indikator 1.4

(14121)x 100 % = 66,67 % (SEDANG)

Indikator 1.5

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

Verifier 1.5.1

Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan,
pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian
Singkat
Justifikasi

PT Inhutani | Unit Sambarata telah memiliki dokumen RKTPH Tahun 2024, RKTPH
Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026 yang telah disusun dan disahkan melalui aplikasi
SIPASHUT.

Desa Binaan PT Inhutani | Unit Sambarata :
1) Desal Kampung Punan Malinau Kec. Segah Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur;
2) Desal/ Kampung Gunung Sari Kec. Segah Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur;

3) Desal Kampung Tasuk Kec. Gunung Tabur Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur;
dan
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4) Desa Antutan Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan; Prov. Kalimantan Utara.

Kegiatan RKTPH mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah
diberikan pemahaman kepada masyarakat terdampak melalui kegiatan sosialisasi
pelaksanaan RKTPH yang dilaksanakan secara terpadu dengan materi rencana
operasional RKT dan lainnya sesuai dengan dokumen Berita Acara yang tersedia dan
persetujuan pelaksanaan RKTPH.

Hasil verifikasi dokumen Berita Acara Kegiatan Sosialisasi RKTPH yang akan
mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat diketahui bahwa RKTPH
telah disosialisasikan dan diberikan pemahaman kepada masyarakat desa terdampak,
namun pelaksanaannya belum dilakukan menyeluruh kepada seluruh desa binaan
terdampak setiap tahunnya.

b. | Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian Terdapat peta lampiran pada dokumen RKTPH yang diterbitkan skala 1:50.000 yang di
Singkat dalamnya memuat penandaan areal yang tidak boleh ditebang dan menjadi kawasan
Justifikasi lindung berupa sempadan sungai dan Badan Sungai, Kawasan Perlindungan Satwa
Liar (KPSL), Lereng E serta Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) yang ada di
lapangan telah ditandai dan diidentifikasi sesuai dengan lokasinya.
Penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada
RKT berjalan telah dikonsultasikan tetapi belum menyeluruh kepada desa binaan
terdampak pada setiap RKTPH dan setiap tahunnya.
Nilai Kinerja (6/9)x100 % = 66,67 % (SEDANG)
Indikator 1.5

| B. | Aspek PRODUKSI

1. | Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
a. | Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh
pejabat yang berwenang.
Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian Singkat PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki dokumen pengesahan rencana jangka
Justifikasi panjang RKUPH periode Tahun 2022 s/d 2031, Rencana jangka panjang

disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan SK.6028/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/10/2021 tanggal 7 Oktober 2021, berlaku sampai dengan 31
Desember 2031
Keberadaan SK pengesahan RKUPH lengkap dengan:
a. Buku Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam
Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2022
s/d 2031
b. Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam
Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2022
s/d 2031 dengan skala 1 : 100.000
PT Inhutani | Unit Sambarata mengajukan perubahan RKUPH periode Tahun
2022 s/d 2031 dan telah mendapatkan pengesahan berdsarkan Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor; 11858 Tahun 2025 Tanggal 19 Desember 2025.
Berdasarkan perubahan tersebut, jenis kegiatan usaha yang direncanakan
berupa multiusaha kehutanan dengan kegiatan:
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e Pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) dengan
sistem silvkultur TPTI,
e Pemanfaatan Jasa lingkungan (perlindungan keanekaragaman hayati,
wisata minat khusus dan
o Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon), pemanfaatan Hasil Hutan
Bukan ayu (HHBK) melalui Kemitraan Konsesi Hutan Pola Agroforestry
dengan penanaman jenis Aren, Petai, Jengkol, Durian, Nangka,
Cempedak, Coklat dan jenis MPTS lainnya
Berdasarkan tinjauan dokumen dan lapangan, RKUPHHK-HA PT INHUTANI |
UNIT SAMBARATA sesuai dengan kondisinya di lapangan, baik dari luasan
areal kerja, fungsi kawasan hutan maupun jenis usaha pemanfaatan yang
dijalankan.

b. | Verifier 2.1.2

Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana
jangka panjang.

Bobot 2

NILAI BAIK

Uraian Singkat PT Inhutani | Unit Sambarata telah menyelesaikan penataan batas blok Rencana
Justifikasi Kerja Tahunan (RKT) untuk periode 2025 dan 2026. Detail mengenai lokasi dan

luas blok hasil penataan tersebut tercantum di dalam lampiran peta RKT yang
telah disahkan. Berdasarkan hasil tinajuan atas peta-peta tersebut, serta
dokumen rencana kerja jangka pendek dan panjang, maka diketahui tingkat
kesesuaian penataan areal kerja blok RKT 2025 dan 2026 terhadap RKUPH
mencapai 93,69%

RKT RKU Kesesuaian

No. RKT Letak dan Luas
Tahun Letak Luas Letak Luas 0
(%)
1 2025 XV 2.767 XV 2.788 87,34%
Clo. 2024 400 Xl

2 2026 XV 3.033,94 XV 3.033,94 100,00%

Rata-rata 93,69%

c. | Verifier 2.1.3

Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling
5%).

Bobot 1

NILAI BAIK

Uraian Singkat PT Inhutani | Unit Sambarata telah melaksanakan pemeliharaan batas blok RKT
Justifikasi 2024 dan 2025, yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemeliharaan

Batas Blok dan Petak. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada sampel
pengamatan, kondisi batas blok dinilai cukup baik dan rintisan batas masih dapat
ditemukan. Meskipun terdapat beberapa jalur yang tidak dipelihara secara
intensif, marka batas tersebut secara umum masih terlihat jelas di lapangan.

Lokasi Pengamatan Lapangan Pada Batas Blok RKT 2025

No. | Tanda Lapangan Koordinat Geografis

1 Plang Tanda Blok RKT 2025 2°27'53.6" N, 117°15'20.4" E

2 Tanda Rintisan Batas Blok RKT 2°27'53.4"N, 117°15'16.3"E
2025 pada Petak
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3 Tanda Rintisan Batas Blok RKT 2°27'52.7" N, 117°15'09.9" E
2025

4 Tanda Rintisan Batas Blok RKT 2°29'45.5" N, 117°14'35.6" E
2025

5 Tanda Rintisan Batas Blok RKT 2°29'46.7" N, 117°14'36.5" E
2025

6 Tanda Rintisan Batas Blok RKT 2°29'48.1" N, 117°14'36.8" E
2025

7 Tanda Rintisan Batas Blok RKT 2°29'44.0" N, 117°14'34.6" E
2025

c. | Verifier 2.1.4

Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM)/ Dokumen Perencanaan Proyek
(DPP)

Bobot 1

NILAI BURUK

Uraian Singkat RKUPHHK periode 2022-2031 PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata telah
Justifikasi merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan berupa

penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Namun, hingga saat audit ini
dilaksanakan, perusahaan belum menyusun dokumen formal yang memuat
rancangan aksi mitigasi perubahan iklim sebagaimana yang direncanakan.

Nilai Kinerja Indikator
21

(13115) x 100% = 86,67% (BAIK)

2. | Indikator 2.2

Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan,
pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan

a. | Verifier 2.2.1

Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa
lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi.

Bobot 1

NILAI BAIK

Uraian Singkat PT Inhutani | Unit Sambarata memilii data potensi berdasarkan hasil
Justifikasi

inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) tahun 2020 dan hasil
inventarisasi tegakan sebelum penebangan pada RKT Tahun 2025 dan 2026.
Laporan IHMB telah dievaluasi oleh Tim dari Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur, BP2HP Wilayah XIIl dan Dinas Kehutanan Kabupaten Berau,
sesuai Hasil Evaluasi No. 522.22/1742/DK-11/2012. Surat keputusan pengesahan
IHMB sesuai dengan arahan Surat Plt Direktur PUPH Nomor
S.20/PUPH/RKU/HPL.1/1/2022 tanggal 18 Januari 2022.

Laporan hasil inventarisasi tegakan sebelum penebangan lengkap memuat
Pakta Integritas ditandatangani oleh Direktur Utama, tally sheet hasil
inventarisasi, rekapitulasi hasil inventarisasi dan peta sebaran pohon per petak
dengan skala 1: 1.000.

Pemeriksaan auditor secara sampling di lapangan terhadap hasil inventarisasi
pada petak K24 di blok RKT 2026, mendapatkan kesesuianan identifikasi jenis
dan diameter antara data LHC dengan pemeeriksaan lapangan. Letak pohon
relatif sesuai antara lapangan dengan peta sebaran pohon.
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b. | Verifier 2.2.2

Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha
pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Singkat Di dalam dokumen rencana jangka panjang RKUPHHK 2021-2032, PT Inhutani
Justifikasi

| Unit Sambarata menetapkan Etat Volume produksi 1.699.016,42 m3/10 tahun.
Riap tegakan yang digunakan untuk menghitung etat produksi adalah angka
1,749 m3/Haltahun hasil penelitian Badan Litbang Kehutanan. Belum
menggunakan angka riap hasil pengukuran sendiri. Target produksi setiap RKT
ditetapkan dengan memperhatikan potensi hutan hasil ITSP.

Berdasarkan telah dokumen RKU, RKT, LHC dan LHP, terdapat kesesuaian
pemanfaatan hutan dengan daya dukung tegakan, dimana realisasi produksi
setiap tahun tidak melebihi potensi tegakan dan etat yang ditetapkan. Namun
pendugaan daya sumber daya alam dukung belum menggunakan riap hasil
pengukuran tegakan setempat. am dokumen rencana jangka panjang
RKUPHHK, PT Inhutani | Unit Sambarata menetapkan Etat Volume produksi
44,579,61 m3/tahun. Riap tegakan yang digunakan untuk menghitung etat
produksi adalah angka 1,74 m3/Ha/tahun hasil penelitan Badan Litbang
Kehutanan. Belum menggunakan angka riap hasil pengukuran sendiri. Target
produksi setiap RKT ditetapkan dengan memperhatikan potensi hutan hasil
ITSP.

Tabel Kesesuaian Realisasi Produksi dan Daya Dukung Potensi Hutan

No RKT Etat Potensi Target Realisasi
Volume (berdasarkan Produksi Produksi Blok
ITSP) RKT Tebang
1 2024 169.901,64 176277,89 105.300,82 91.312,93
2 2025 153.558,17 92.638,91 79.267,21
C/0 2024 25.442,32 4.242,05 4.160,80

Berdasarkan telah dokumen RKU, RKT, LHC dan LHP, terdapat kesesuian
pemanfaatan hutan dengan daya dukung tegakan, dimana realisasi produksi
setiap tahun tidak melebihi potensi tegakan dan etat yang ditetapkan. Namun
pendugaan daya sumber daya alam dukung belum menggunakan riap hasil
pengukuran tegakan setempat.

Nilai Kinerja Indikator
22

(7/9)x100 % = 77,78 % (SEDANG)

3. | Indikator 2.3

Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin
kelestarian hutan.

a. | Verifier 2.3.1

Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan
hutan.

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian Singkat PT Inhutani | Unit Sambarata hanya menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan
Justifikasi hasil hutan kayu hutan alam dengan sistim silvikultur TPTI. Untuk mendukung

pelaksanaan operasional kegiatan tersebut PT Inhutani | Unit Sambarata telah
menyusun SOP seluruh kegiatan dalam tahapan TPTI. Penyusunan SOP telah
menggunakan pedoman sistim silvikultur TPT yang termuat di peraturan Menteri
Kehutanan No. P.8 Tahun 2021 sebagai acuannya. Namun sebagian SOP belum
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sesuai dengan pedoman misalnya dalam ketentuan skala peta yang digunakan,
prosedur kerja tidak lengkap. Pada sebagian SOP tidak dilengkapi dengan
lampiran format lembar kerja dan laporan sebagaimana disebutkan di dalam
SOP itu sendiri.

b. | Verifier 2.3.2

Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan
hutan.

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Singkat PT Inhutani | Unit Sambarata mengimplementasikan setiap SOP kegiatan
Justifikasi tahapan TPTI, Dalam implementasinya di lapangan terdapat pelaksanaan

kegiatan yang kurang sesuai dengan SOP. Misalnya pada teknis pendataan
lapangan pada penataan areal kerja, teknis pelaksanaan ITSP tidak terdapat
tanda jalur inventarisasi yang jelas, penandaan batas blok RKT 2026,
penyediaan peta kerja, metode pengukuran batas blok/petak, skala peta yang
digunakan, pelaporan kegiatan.

c. | Verifier 2.3.3

Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumber daya alam
menjamin kelestarian hutan.

Bobot

2

NILAI

BURUK
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Uraian Singkat
Justifikasi

PT Inhutani | Unit Sambarata pada RKT 2024 dan 2025 merencanakan kegiatan
penanaman dengan sistim silvikultur TPTI. Kegiatan pemulihan sumber daya
alam telah dilaksanakan melui kegiatan penanaman Rehabilitasi, penanaman kiri
kanan jalan, tanah kosohg dan penanaman SILIN. Berdasarkan Laporan yang
termuat di dalam SIPUH, seluruh rencna penanaman terealisasi seluruhnya
(100%) sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah.

Namun rencana penanaman tidak merujuk kepada RKUPH atau hasil
inventarisasi. Sebagaimana tabel di bawah ini berdasarkan RKUPH total jumlah
rencana penanaman tahun 2024 seluas 349 Ha namun hanya direncanakan 60
Ha. Di dalam RKUPH merencanakan penanaman Rehabilitasi dan tidak
merencanakan penanaman tanah kosong, namun di dalam RKT 2024 tidak
merencanakan tanaman rehabilitasi dan merencanakan tanaman di tanah
kosong. Demikian halnya terjadi pada RKT 2025.

PT Inhutani | Unit Sambarata tidak dapat menunjukkan dokumen yang menjadi
dasar perubahan rencana penanaman tersebut.

Rencana dan Realisasi Penanaman Tahun RKT 2024

o | e R
(Ha) (Ha) Persentase (%)
1 |Rehabilitasi 30 -
2 |Kanan Kiri Jalan 20 30 30 100
3 |Tanah kosong - 10 10 100
4 |SILIN 299 20 20 100
Jumlah 349 60 40 100

Rencana dan Realisasi Penanaman Tahun RKT 2025

o | e R
(Ha) (Ha) Persentase (%)
1 |Rehabilitasi 29 - -
2 |Kanan Kiri Jalan 20 30 30 100
3 |Tanah Kosong - 10 10 100
4 |SILIN 295 20 20 100
Jumlah 344 60 40 100

Nilai Kinerja Indikator
2.3

(8/15) x 100 % = 53,33 % (BURUK)

4. | Indikator 2.4

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha
pemanfaatan hutan.

a. | Verifier 2.4.1

Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha
pemanfaatan hutan.

Bobot 1

NILAI BAIK

Uraian Singkat PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki SOP Penerapam Teknologi ramah
Justifikasi

Lingkungan sesuai Keputusan Direksi PT Inhutani | No.197/l1l/Inhutani/2023
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tanggal 27 Maret 2023. Disahkan Direktur Utama No Dok : 020/PK-
SMINH/I.A/2023 seluruhnya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan No.8 tahun 2021 Lampiran XIV.SOP RIL memuat
prosedur dalam penerapan teknologi ramah lingkungan pada pemanenan kayu
meliputi kegiatan:

1. Perencanaan Pemanenan

2. Pelaksanaan Pemanenan

3. Paska Pemanenan

Isi SOP telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial
setempat.

b. | Verifier 2.4.2

Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.

Bobot 2

NILAI BURUK

Uraian Singkat PT Inhutani | Unit Sambarata belum menerapkan seluruh tahap kegiatan dalam
Justifikasi pemanenan dengan teknologi ramah lingkungan Reduced Impact Logging (RIL).

Pada tahap Perencanaan, belum dapat ditunjukkan dokumen rencana
pemanenan atau peta rencana pemanenan dan tidak terdapat tanda-tanda
lapangan hasil pekerjaan perencanaan RIL. Pada pemanenan, belum
menjalankan RIL, masih konvensional misalnya pembuatan jalan sarad kurang
terkendali, sempadan sungai terganggu. Belum ada sosialisasi/pelatihan kepada
operator traktor dan chainsaw. Pada tahap paska pemanenan, belum dapat
ditunjukkan dengan pembuatan sodetan sesuai dengan kondisi pada setiap
bekas jalan sarad. Terdapat contoh pembuatan sodetan namun dibuat pada
tempat yang tidak tepat dan tidak memenuhi spesifikasi.

c. | Verifier 2.4.3

Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Singkat PT INHUTANI | UNIT SAMBARATA memiliki data tingkat kecukupan tegakan
Justifikasi tinggal pada setiap tingkat permudaan. Terdapat angka yang menunjukkan

kondisi tegakan rusak dan sehat, dengan rata-rata tegakan yang rusak 11,95%.
Angka tersebut tidak menunjukkan tingkat kerusakan tegakan akibat
pemanenan, namun lebih menunjukkan kesehatan tegakan tinggal. Dalam
laporan pengamatan tidak menunjukkan rona awal sebelum pemanenan dan
rona akhir setelah pemanenan.

Rekapitulasi Pengamatan Kerusakan Tegakan Tinggal Petak B-24 RKT 2025

Tinakat Ukuran % Kerusakan
No g Plot Rusak | Sehat | Jumlah | Permu
Permudaan (m2) daan rata-rata
1 | Semai 2x2 24 99 123 | 19,51
2 | Pancang 5x5 18 74 92 | 19,56 1 95
3 | Tiang 10x 10 11 124 135 | 814 ’
4 | Pohon 20 x 20 1 179 180 0,55

Nilai Kinerja Indikator
24

(9/15)x100 % = 60,00 % (SEDANG)
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Indikator 2.5

Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha
pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah
disetujui.

Verifier 2.5.1

Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan
ketentuan.

Bobot

1

NILAI

BAIK

Uraian Singkat
Justifikasi

PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki dokumen RKTPH lengkap selama periode
penilaian yaitu RKT, 2025 dan 2026. RKTPH telah disahkan secara self approval
oleh Direktur Utama. Buku RKTPH diengkapi dengan Peta RKT.

1. RKTPH 2025 disahkan dengan surat Keputusan Direktur Utama PT Inhutani
I Unit Sambarata Nomor: 1545/XIl/Inhutani/2024 tanggal 30 Desember
2024.

2. RKTPH 2026 disahkan dengan surat Keputusan Direktur Utama PT Inhutani
| Unit Sambarata Nomor: 069/1l/Inhutani/2026 tanggal 20 Februari 2026.
Berdasarkan telaah dokumen buku RKT dan Laporan Hasil cruising, dokumen

RKT disusun sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan.

Tabel perbandingan Target Produksi dan Potensi Kayu

Target Data Potensi

No | RKTPH Produksi (LHC) Keterangan

(M3) (M3)

Target produksi sesuai

1 2025 92.638,91 153.558,17 |
potensi

Target produksi sesuai

2 2026 72.474,94 139.623,72 .
potensi

Verifier 2.5.2

Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH

Bobot

1

NILAI

SEDANG

Uraian Singkat
Justifikasi

PT Inhutani | Unit Sambarata hanya menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan
hutan kayu dengan sistim silvikultur TPTI. Berdasarkan tinjauan dokumen peta
penataan areal kerja dan peta RKTPH, diketahui bahwa batas-batas peta kerja
kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai dengan peta RKTPH..
Berdasarkan tinjauan dokumen dengan menyandingkan peta kerja dengan Peta
RKTPH yang terdiri dari:

1. Peta RKTPH 2025 telah disahkan oleh Direktur Utama
2. Peta RKTPH 2026 telah disahkan oleh Dierektur Utama
3. Peta Penataan Areal Kerja Blok RKT 2025

4. Peta Penataan Areal Kerja Blok RKT 2026

diketahui bahwa keberadaan kawasan yang dilindungi berupa Kawasan
Pelestarian Sarwa Liar digambarkan dengan jelas dengan warna merah, namun
sempadan sungai tidak digambarkan. Di dalam peta hanya digambarkan
keberadaan sungai berwarna biru.

Verifier 2.5.3

Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan
usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja

Bobot

2

NILAI

SEDANG
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Uraian Singkat PT Inhutani | Unit Sambarata telah melaksanakan penandaan batas blok
Justifikasi kegiatan usaha pemanfaatan hutan. Terdapat dokumen Berita Acara
Pemeriksaan Kegiatan Penataan Areal Kerja RKT 2025, 11 Juli 2024 dan Berita
Acara Pemeriksaan Kegiatan Penataan Areal Kerja RKT 2026 tanggal13
November 2025.
Berdasarkan pengamatan lapangan terdapat tanda-tanda batas blok berupa:
- Tanda polet merah (///) pada rintisan batas blok
- Tanda plang batas blok RKT
Pengamatan letak geografis jalur rintisan batas blok menunjukkan kesesuaian
dengan peta kerja penataan areal kerja. Namun sebagian batas kawasan lindung
sempadan sungai tidak ditandai di lapangan.
d. | Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka
pendek
Bobot 2
NILAI BAIK
Uraian Singkat PT Inhutani | Unit Sambarata telah melaksanakan pemanfaatan hutan kayu
Justifikasi tumbuh alami dengan luas dan volume produksi usaha pemanfaatan hutan

sesuai RKTPH: Berdasarkan Laporan Hasil Produksi diketahui volume produksi
kayu sesuai dengan RKT 2024 dan 2025 tercapai rata-rata 86,14% dengan data
sebagai berikut.

No | RKTPH Target Produksi Realisasi Persentase
Luas Volume Luas Volume Volojme
(Ha) (m3) (Ha) (m3) (%)

1 2024 2907 | 105.300,82 | 2.521,06 91.312,93 86,71%
2 | 2025 2.767 92.638,91 | 2.709,99 79.267,21 85,57%

Lokasi pemanenan kayu tahun 2024 sesuai dengan rencana yang disahkan di
Blok XIII. Sedangkan tahun 2025 sesuai dengan rencana di Blok XIV (murni) dan
Xl carry over 2024.

Nilai Kinerja Indikator

(15/18)x 100 % = 83,33 % (BAIK)

25
6. | Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk
membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.
a. | Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan
keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan
Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian Singkat PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki laporan keuangan perusahaan tahun
Justifikasi

2024 yang telah diaudit oleh auditor indpenden dan terdapat laporan audit
Kantor Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan, nomor 00524/2.1032/AU.1/
01/1609.4/ IV/2025 tanggal 4 April 2025.

Kondisi kemampuan finansial PT Inhutani | Unit Sambarata dtunjukkan dengan
Neraca Perusahaan dan Perhitungan Laba Rugi tahun 2024 di dalam laporan
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keuangan perusahaan yang telah diaudit. Bardasarkan data-data tersebut
diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Indikator Kinerja Keuangan PT Inhutani | Unit Sambarata Tahun 2024
Likuiditas
Solvabilitas
Rentabilitas

88,64%
1414,43%
224,51%

Berdasarkan laporan auditor independen, opini auditor atas laporan keuangan
perusahaan adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Sementara itu berdasarkan
neraca dan laporan laba rugi perusahaan pada Desember 2024, kinerja finansial
perusahaan menunjukkan Likuiditas < 150%, Solvabilitas > 150% dan
Rentabilitas positif.

Verifier 2.6.2

Realisasi Alokasi dana yang proporsional

(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan
force majeur | perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan
dalam RKAP dianggap 100 %)

Bobot

1

NILAI

BURUK

Uraian Singkat
Justifikasi

PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki data rencana dan realisasi alokasi dana
kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang terlampir di dalam laporan keuangan
perusahaan untuk tahun 2024.

Berdasarkan laporan tersebut, alokasi dana tertinggi 121% pada kegiatan
pemungutan hasil hutan. Alokasi biaya terendah 51,17% pada kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana. Perbedaan alokasi dana sebesar 69,83%.

Verifier 2.6.3

Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan
Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan
publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan
ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).

Bobot

2

NILAI

BAIK

Uraian Singkat
Justifikasi

PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki data realisasi alokasi dana kegiatan usaha
pemanfaatan hutan yang terlampir di dalam laporan keuangan perusahaan untuk
tahun 2024. Berdasarkan laporan tersebut PT Inhutani | Unit Sambarata telah
mengalokasikan dana mencukupi untuk menjalankan kegiatan pemanfaatan
hutan tahun 2024, dengan alokasi sebesar 117% atau Rp. 125.136.904.834 dari
rencana Rp. 106.948.727.000.

Verifier 2.6.4

Realisasi pendanaan yang lancar.

Bobot

2

NILAI

BAIK

Uraian Singkat
Justifikasi

PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki data realisasi alokasi dana kegiatan usaha
pemanfaatan hutan yang terlampir di dalam laporan keuangan perusahaan untuk
tahun 2024.

Perusahaan telah mengalokasikan total anggaran yang cukup (117%) untuk
seluruh kegiatan operasional. Realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan tercapai
penuh dari yang direncanakan di dalam RKTPH. Dengan demikian dapat
disimpulkan pendanaan kegiatan pemanfaatan hutan berjalan lancar.

Verifier 2.6.5

Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.

Bobot

2
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NILAI SEDANG
Uraian Singkat PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki data rencana realisasi alokasi dana
Justifikasi kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang terlampir di dalam laporan keuangan
perusahaan untuk tahun 2024. Berdasarkan data laporan keuangan, alokasi
biaya pembinaan hutan sebesar 69% atau Rp 248.841.859,- dari rencana Rp.
402.995.000,-. Dengan demikian realisasi modal untuk kegiatan pembinaan
hutan, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan 60% - 79% dari jumlah
yang direncanakan.
f. | Verifier 2.6.6 Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian
yang membidangi Keuangan.
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian Singkat Berdasarkan penjelasan dari staff dan dokumen yang tersedia untuk ditinjau, PT
Justifikasi Inhutani | Unit Sambarata telah menjalankan kewajiban pembayaran pajak (PBB,
PPN dan PPH) sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang
membidangi Keuangan. Dalam dua tahun terakhir tidak terdapat tunggakan
pembayaran pajak. Namun dalam hal ini belum dapat ditunjukkan Bukti
Penerimaan Negara atas pembayaran pajak PPN tahun 2024 dan 2025, serta
PPh tahun 2024
Nilai Kinerja Indikator | : | (23/30)x 100 % = 76,67 % (SEDANG)
2.6

| C. | Aspek EKOLOGI |

1. | Indikator Keberadaan, kemantapan, dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi
31 Tinggi (ABKT)

a. | Verifier Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan,
311 serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian a) Luas kawasan lindung PT Inhutani | Unit Sambarata telah sesuai dengan dokumen
Singkat Perubahan RKUPH Tahun 2025 (Periode 2022 — 2031) seluas 9.563 Ha dan telah
Justifikasi ditetapkan oleh manajemen melalui Surat Keputusan Kepala Divisi Regional PT Inhutani |

Kaltim Sulsel (A.n. Benar Firmansyah) No. 004A/l/Inh-Divre-KTSS/2026 tentang Penetapan
Kawasan Lindung di PT Inhutani | Unit Sambarata Tanggal 5 Januari 2026. Luas dan jenis
kawasan lindung ditunjukkan pada tabel berikut.

Luas kawasan lindung PT Inhutani | Unit Sambarata

No. Jenis Kawasan Lindung Luas (Ha)
1. Sempadan Sungai 240
2. Kawasan Perlindungan Satwa Liar 1.400
3. Kawasan Lindung Kelerengan > 40% 1.839
4, Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah 2112
5. Areal Bufferzone Hutan Lindung
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6. Tegakan Benih 389
7. HCVF (MHA Punan Batu Benau Sajau) 3.583
Jumlah 9.563
b) PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki Laporan Hasil Identifikasi ABKT Tahun 2025,
namun laporan ini tidak dilakukan oleh pihak berkompeten atau pernah mengikuti pelatihan
penilaian ABKT. Laporan ABKT belum menggunakan pedoman penilaian ABKT (HCV
Toolkit Indonesia) yang menilai 6 kriteria ABKT dengan 13 sub-nilai.
b. | Verifier Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau
3.1.2 deliniasi ABKT
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian a. Selama periode audit, PT Inhutani | Unit Sambarata melaksanakan penataan batas
Singkat kawasan lindung pada Sempadan Sungai Atap blok RKT 2026 sepanjang 2,6 Km (61,90%
Justifikasi dari rencana). PBPH juga melaksanakan pemeliharaan batas kawasan lindung pada
Sempadan Sungai Sajau blok RKT 2025 sepanjang 1,6 Km.
b. Berdasarkan observasi lapang, teknis penataan batas di lapangan belum sesuai prosedur.
Pada prosedur, tanda batas sempadan sungai berupa cat warna merah dengan polet
melingkar sekeliling pohon, sedangkan di lapangan berupa polet garis tegak lurus. Pada
Sempadan Sungai Sajau Petak AB28 RKT 2025 (2°30'21" N 117°15'16” E) dan Sempadan
Sungai Atap Petak L21 RKT 2026 (2°26'43,986" N 117°6'42,414” E) juga telah dipasang
plang nama dan patok ikat kawasan lindung. Berdasarkan pengamatan di lapangan, batas
petak pada lokasi blok RKT 2025 dan batas kawasan lindung berwarna sama, sehingga
sulit membedakan batas kawasan lindung dan beresiko salah tebang pada operator.
c¢. PT Inhutani | Unit Sambarata belum melaksanakan deliniasi/penandaan lokasi ABKT di
lapangan.
c. | Verifier Kondisi penutupan kawasan lindung / rehabilitasi kawasan lindung
3.1.3
Bobot 1
NILAI BAIK
Uraian a. Kondisi penutupan kawasan lindung di areal kerja PT Inhutani | Unit Sambarata didasarkan
Singkat pada Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2024 (skala digitasi ; 50.000, Komposit Sentinel
Justifikasi 2A dan Landsat 8 OLI Scene T50NNH Akuisisi 11 September 2-024 dan 13 September
2024). Hasil overlay sesuai peta ini menunjukkan areal kawasan lindung masih didominasi
tutupan berhutan seluas 9.480,19 Ha (99,13%).
Penutupan kawasan lindung PT Inhutani | Unit Sambarata
Penutupan Lahan (Ha)
No. |  Kawasan Total (Ha)
’ Lindung K L Karst Semak
ering Sekunder
1. | Sempadan sungai 187,46 52,54 240
2. | KPPN 2.107,52 - 4,48 2112
3. | KPSL 1.400 1.400
4. | Kebun Benih 364,37 24,63 389
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5. | MHA 2.914,66 667,18 1,16 3.583
6. | LerengE 621,79 1.217,21 - 1.839
Total 7.595,80 1.884,39 82,81 9.563,00
o Areal Berhutan (hutan lahan kering sekunder dan hutan karst) = 9.480,19 Ha (99,13%)
o Areal tidak berhutan (semak) = 82,81 Ha (0,87%)

b. Berdasarkan observasi lapang pada Sempadan Sungai Sajau Blok RKT 2025 (2°3021" N
117°15'16” E) dan Sempadan Sungai Atap Blok RKT 2026 (2°26'43,986" N 117°6'42,414” E),
tutupan tajuk masih rapat berupa LOA/hutan lahan kering sekunder yang didominasi tegakan
kayu keras jenis Dipterocarpa dan kayu keras lainnya (Meranti, Tengkawang, Keruing,
Resak, dll.). Sementara itu, dari hasil wawancara dengan staf bagian perencanaan, pada
Sempadan Sungai Kabirau yang berada di sebelah barat laut wilayah konsesi sudah terdapat
perambahan masyarakat karena aksesibilitas terbuka.

c. Pada periode audit, PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata tidak merencanakan dan
melaksanakan kegiatan penanaman/rehabilitasi di areal kawasan lindung.

d. | Verifier Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka
3.1.4 verifier ini menjadi Not Applicable)
Bobot 2
NILAI Not Applicable (N/A)
Uraian Pada areal PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata tidak terdapat jenis tanah gambut atau kawasan
Singkat lindung ekosistem gambut. Sebaran jenis tanah yang terdapat di areal kerja berupa tanah
Justifikasi kompleks podsolik merah kuning, alluvial, dan organosol.
e. | Verifier Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung
3.1.5
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian a. Pada areal PT Inhutani | Unit Sambarata terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan di
Sing_kat . kawasan lindung, yakni perambahan di Sempadan Sungai Kabirau (sebelah barat laut areal
Justifikasi izin) dan pada saat pengecekan lapang, dijumpai masyarakat yang sedang mencari getah
damar (Damar Meranti dan Tengkawang) di wilayah blok RKT 2026 (dekat dengan SS. Atap).
Hasil wawancara dengan pencari damar, mereka mencari makan dengan cara memancing
ikan dan memburu Kancil. Dia sering menjumpai masyarakat yang berburu jenis Burung,
mengambil kayu, dan berladang/buka lahan.

b. PT Inhutani | Unit Sambarata telah melakukan upaya penyelesaian gangguan pada kawasan
lindung melalui sosialisasi terpadu namun belum dilaksanakan secara rutin setiap tahun
pada seluruh desa binaan. Sosialisasi kawasan lindung belum dilaksanakan ke Desa
Antutan.

c. Sosialisasi kawasan lindung pada desa binaan selama periode audit telah mendapatkan
MoU/NKK terkait pengakuan kawasan lindung PT Inhutani | Unit Sambarata dengan masing-
masing desa sebagai berikut :

Tahun 2024 - Kampung Punan Malinau
Tahun 2025 - Kampung Gunung Sari
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Tahun 2026 - Kampung Tasuk dan Kampung Gunung Sari

f. | Verifier Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata
3.1.6 ruang yang ada di dalam RKUPH
Bobot S
NILAI SEDANG
Uraian : |a. Selama periode audit, PT Inhutani | Unit Sambarata telah melaksanakan beberapa kegiatan
Singkat pengelolaan kawasan lindung sesuai rencana dan mendokumentasikan kegiatan tersebut
Justifikasi dalam berita acara/laporan pengelolaan kawasan lindung, diantaranya sebagai berikut :

No.

Kegiatan Pengelolaan
Kawasan Lindung

Laporan Pengelolaan Kawasan Lindung

Penandaan batas dan
pemeliharaan batas
kawasan lindung

1. BA Pembuatan Kawasan Lindung Lokasi Sambarata
RKT 2024 No. 6/VIII.A/lnh-UMHA-Sbrt/2024 Tanggal
24 Juni 2024.

2. BA Pembuatan Kawasan Lindung Lokasi Sambarata
RKT 2024 No. 11/VIIl.A/lnh-UMHA-Sbrt/2025
Tanggal 22 Desember 2025

BA Kesepakatan Bersama Pengakuan Batas dan
Penyelesaian Konflik PT Inhutani | Unit Manajemen
Hutan Sambarata : Tahun 2024 dengan Kampung Punan
Malinau; Tahun 2025 dengan Kampung Gunung Sari;
dan Tahun 2026 dengan Kampung Tasuk dan Kampung
Gunung Sari.

2. | Penyuluhan/sosialisasi
kawasan lindung

Laporan Pengamanan dan Perlindungan Hutan (tersedia
setiap bulan Tahun 2024 dan 2025).

3. | Perawatan papan nama dan
papan peringatan

Perlindungan kawasan

lindung

4. | Pendataan jenis flora dan 1. Laporan Pengelolaan Flora Untuk Perlindungan
fauna dilindungi di kawasan Spesies Langka, 2024
lindung 2. Identifikasi Flora Yang Dilindungi di RKT 2025 PT

Inhutani | Unit Sambarata, 2024

3. Laporan Pengelolaan Flora Untuk Perlindungan
Spesies Langka, 2025

4. Identifikasi Flora Yang Dilindungi di RKT 2026 PT
Inhutani | Unit Sambarata, 2025

5. Laporan Pengelolaan Fauna Untuk Perlindungan
Spesies Langka, 2024

6. Laporan Pengelolaan Fauna Untuk Perlindungan
Spesies Langka, 2025

7. Laporan Identifikasi Satwa Liar PT Inhutani | Unit
Sambarata, 2025

b. Selama periode audit, PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata telah membuat Laporan
Pelaksanaan RKL-RPL dan melaporkannya ke instansi terkait secara elektronik melalui
website SIMPEL (Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup).

c. Kegiatan pengelolaan kawasan lindung baru dilaksanakan di Sempadan Sungai, belum
dilaksanakan di KPPN, Lereng E, dan kawasan lindung lainnya sesuai rencana pada
RKUPH.
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Nilai Kinerja o - 0
Indikator 3.1 (15721)x100 % = 71,43 % (SEDANG)
2. | Indikator Perlindungan dan pengamanan hutan
3.2
a. | Verifier Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari
3.2.1 perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan
pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian a. Berdasarkan Dokumen Perubahan RKUPH PT Inhutani | Unit Sambarata Tahun 2025
Singkat (Periode 2022 - 2031), jenis kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang
Justifikasi direncanakan mencakup perlindungan terhadap hama-penyakit tanaman, flora dan fauna,
kebakaran hutan, perambahan hutan, pencurian kayulfillegal logging, dan pemasangan
papan peringatan.
b. PT Inhutani | Unit Sambarata telah menyediakan prosedur perlindungan hutan diantaranya
SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan (SBRT/SOP/446.23), SOP Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan (SBRT/SOP/451.03), Prosedur Monitoring Hotspot
(SBRT/SOP/453), SOP Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman (SBRT/SOP/446.26),
dan lainnya yang masing-masing telah mengacu kepada pedoman yang berlaku.
Sementara itu, SOP Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi (INH-SBRT/SOP/03-3.3)
belum mengacu dan mengakomodir ketentuan :
1. Surat Edaran No. Se.7/PHL/PUPH/ HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang
Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi di Dalam Areal Kerja PBPH
2. Intruksi MenLHK No. Ins.1/MenLHK/ Setjen/Kum.1/6/2022 tentang Perlindungan Satwa
Liar Atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar Di Dalam dan Di Luar Kawasan
Hutan
3. SOP KSDAE No. SOP.1/KSDAE/SET.3/ KSA.2/12/2022 tentang Perlindungan Satwa
Liar di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan
4. PermenLHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa
b. | Verifier Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan
3.2.2
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian PT Inhutani | Unit Sambarata telah menyediakan sarana prasarana perlindungan dan
Singkat pengamanan hutan yang terbagi dalam sarpras security dan sarpras dalkarhutla.
Justifikasi - Sarana prasarana pengamanan hutan yang tersedia meliputi Portal jaga (2 lokasi), Radio HT
(6 unit), GPS (5 unit), Plang himbauan/larangan yang dipasang menyebar di areal kerja,
sarana pribadi seperti Helm, Sepatu Boots, Masker, Sabuk, dan lainnya dengan jumlah yang
cukup.
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- Sarana prasarana dalkarhutla yang tersedia diantaranya seperti mobil patroli dalkarhutla (1
unit), gepyok (5 unit), garu tajam (16 unit), baju pemadam (15 buah), sepatu pemadam,
sarung tangan (6 pasang), kacamata (45 unit), dan lainnya. Sarana deteksi dini kebakaran
hutan dan lahan (karhutla) berupa menara api (2 unit, 1 unit rusak) dan pemantauan hotspot
menggunakan SIPONGI. Ketersediaan sarana prasarana dalkarhutia belum memenuhi
ketentuan PermenLHK No. P.32 Tahun 2016, seperti tidak tersedia tenda, pompa air dengan
jumlah yang cukup, dan sarana prasarana pribadi personil belum memenuhi kebutuhan untuk
3 regu inti dalkarhutla (45 personil).
c. | Verifier Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan
3.2.3 teknologi
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian Ketersediaan SDM perlindungan hutan PT Inhutani | Unit Sambarata terdiri dari :
Sing'kat . 1. Tenaga pengamanan hutan (security) sejumlah 4 personil yang seluruhnya memiliki
Justifikasi sertifikat kompetensi Satuan Pengamanan Hutan.
2. Brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan (brigdalkarhutla) terdiri dari 4 Regu Inti
Dalkarhutla (15 orang/regu), 1 Regu Pendukung, dan 1 Regu Perbantuan berupa
Masyarakat Peduli Api (MPA) dari Desa Gunung Sari (belum ada kesepakatan dengan
perusahaan).
PT Inhutani | Unit Sambarata belum mengadakan kegiatan pelatihan internal (inhouse training)
dalam peningkatan kompetensi perlindungan dan pengamanan hutan. Implementasi
pemanfaatan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung kegiatan perlindungan dan
pengamanan hutan, yakni : Pelaporan dalkarhutla melalui website SIPONGI.
d. | Verifier Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif)
3.24
Bobot 2
NILAI BAIK
Uraian a. Indikasiluas areal terfragmentasi di wilayah PT Inhutani | Unit Sambarata seluas 13.312,49
Singkat Ha (12,56% dari luas konsesi).
Justifikasi b. Selama periode audit, PT Inhutani | Unit Sambarata melaksanakan perlindungan hutan
diantaranya :
1. Penyuluhan terkait larangan perambahan hutan, kebakaran hutan, dan jenis gangguan
lainnya kepada masyarakat melalui sosialisasi terpadu
2. Penyediaan personil perlindungan hutan dan sarana prasarananya (sarana prasarana
belum memadai)
3. Patroli areal kerja secara rutin dan kerjasama dengan instansi terkait dalam patroli
terpadu pengamanan hutan, yakni Dinas UPTD KPH Bulungan, Kepolisian Sektor
Tanjung Palas Timur, Dinas Kehutanan Prov. Kaltara, dan Gakkum Samarinda
4. Membuat dan melaporkan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan penanganan
gangguan hutan lainnya
Nilai Kinerja || 1>/ 15) x 100% = 80,00% (SEDANG)
Indikator 3.2 o TR
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3. | Indikator Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat
3.3 pemanfaatan hutan
a. | Verifier Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan
3.3.1 kimia
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian a. Berdasarkan Dokumen Perubahan Izin Lingkungan Atas Dokumen AMDAL (2017), dampak
Singkat negatif penting akibat kegiatan operasional penebangan dan penyaradan PT Inhutani | Unit
Justifikasi Sambarata meliputi peningkatan laju erosi dan laju sedimentasi.

b. PT Inhutani | Unit Sambarata telah menyediakan prosedur dalam memantau dan mengelola
dampak yang mungkin timbul, termasuk dampak terhadap limbah bahan berbahaya dan
beracun, diantaranya seperti : SOP Pengukuran dan Pengolahan Data Erosi Tanah -
Metode Stik (INH-SBRT/SOP/03-3.3/A1), SOP Pengukuran dan Pengolahan Data Sedimen
(INH-SBRT/SOP/03-3.3/A2), SOP Pengukuran dan Pengolahan Data Curah Hujan (INH-
SBRT/SOP/03-3.3/A4), SOP Pengukuran Kecepatan Air Sungai (INH-SBRT/SOP/03-
3.3/B1), SOP Pemantauan Kualitas Air (SBRT/SOP/453), dan lainnya. Beberapa prosedur
memiliki teknis kegiatan yang belum lengkap serta belum mengacu ke aturan terbaru. PT
Inhutani | Unit Sambarata belum memiliki prosedur pemantauan erosi tanah menggunakan
metode bak erosi.

b. | Verifier Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap

3.3.2 komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang
memadai

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian a. Sarana prasarana pengelolaan dampak fisik-kimia PT Inhutani | Unit Sambarata

Singkat diantaranya : Pengukur Curah Hujan menggunakan gelas ukur tanpa corong (1 unit), TPS

Justifikasi LB3 (1 unit), Pengukur Tinggi Muka Air (1 buah, Sungai Atap), Pengukur erosi metode bak

erosi (1 lokasi), dan lainnya.

b.  Standar bangunan rawan tercemar BBM seperti gudang genset, bengkel, dan gudang oli
belum sesuai dengan ketentuan (belum dilengkapi oiltrap, bangunan tidak tertutup rapat,
tidak dilapisi palet). PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki TPS LB3 dengan standar
bangunan yang sesuai ketentuan, namun belum dilengkapi izin TPS LB3 dan kerjasama
dengan pihak ketiga pengangkut limbah B3. Pengukur erosi menggunakan bak erosi
namun drum/bak penampung tidak tertutup. Pengukur curah hujan hanya menggunakan
gelas ukur yang ditempatkan di ruang terbuka tanpa corong penangkap.

¢ Personil kelola lingkungan PT Inhutani | Unit Sambarata sebanyak 4 (empat) personil.
GANISPH-BINHUT sebanyak 2 orang atas nama Alfrida S. Rante Lio dan Permiwati. Tidak
terdapat personil yang memiliki kompetensi terkait pengelolaan LB3.

c. | Verifier Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia
3.3.3 termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan
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Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian a. Rencana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Inhutani | Unit
Singkat Sambarata termuat dalam Dokumen RKUPH Tahun 2025 (Periode 2022 — 2031) dan
Justifikasi Dokumen Perubahan Izin Lingkungan atas Dokumen AMDAL (2017).
b. Pelaksanaan pengelolaan-pemantauan komponen fisik-kimia dan limbah B3 :
1. Penanaman tanah kosong, bekas TPn, dan bekas jalan sarad di areal blok RKT bekas
tebangan
2. Penyediaan saluran drainase (jembatan, gorong-gorong, parit) yang cukup
3. Implementasi RIL dilaksanakan namun belum optimal, yakni belum ada perencanaan

RIL, lebar jalan sarad belum sesuai ketentuan, pembuatan sodetan tidak sesuai lokasi

dan teknisnya, tidak ada monitoring-evaluasi RIL, dan masih terdapat pembukaan jalan

sarad/gusuran ke arah sungai.
4. Kegiatan pengelolaan dan pemantauan limbah B3 dibandingkan ketentuan :

- Pengelolaan limbah B3 belum dilakukan secara optimal, yakni belum menyesuaikan
bangunan rawan cemaran LB3 sesuai ketentuan (menyediakan oiltrap, lantai
bangunan kedap cair, bangunan genset tertutup rapat untuk mencegah kebisingan,
penyediaan izin TPS LB3 dan MoU dengan pihak ketiga pengangkut/pengelola LB3)

- Pemantauan LB3 (neraca LB3) telah dilakukan setiap triwulan, namun belum
dilaporkan melalui website SIMPEL atau ke instansi terkait

- Pengelolaan limbah domestik basecamp belum dilakukan secara optimal, yakni
tempat sampah belum dibedakan jenisnya (organik-anorganik) dan belum disediakan
TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

Nilai Kinerja o - 0
Indikator 3.3 (8/12)x100 % = 66,67 % (SEDANG)
4. | Indikator Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered),
34 jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik
a. | Verifier Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
3.4.1 terancam punah dan endemik di areal PBPH
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian a. PT Inhutani | Unit Sambarata telah menyediakan prosedur identifikasi flora dan fauna
Singkat dilindungi, yakni SOP Identifikasi Satwa Liar (INH-SBRT/SOP/03-3.4/A.2 Revisi 1, Tanggal
Justifikasi 25 September 2023) dan SOP lIdentifikasi Flora (No. Dok : SBRT/SOP/446 Revisi 2,
Tanggal 26 Juli 2023).
b. Teknis/isi prosedur belum lengkap, diantaranya :
- Prosedur tidak menjelaskan bentuk plot pemantauan yang digunakan
- Inventarisasi populasi belum dijelaskan, yakni menghitung Kerapatan, Frekuensi,
Dominansi, INP, Indeks Keanekaragaman Jenis, Indeks Kekayaan Jenis, dan lainnya
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- Teknis pembuatan laporan tidak dijelaskan untuk diklasifikasikan status
perlindungannya sesuai PermenLHK No. P.106 Tahun 2018, Appendices CITES, dan
IUCN Redlist.
- Lampiran tallysheet untuk membantu pencatatan di lapangan tidak tersedia
b. | Verifier Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
342 terancam punah dan endemik di areal PBPH
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian Selama periode audit, PT Inhutani | Unit Sambarata telah melaksanakan identifikasi flora dan
Singkat fauna dilindungi dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut :
Justifikasi a. Lokasi Pemantauan Flora Dilindungi :
- Tahun 2024 di Km. 01 persemaian, Blok RKT 2025, Blok RKT 2014 Km. 54, dan APL
Gunung Sari.
- Tahun 2025 di KPPN, Blok RKT 2014 Km. 37, dan Tegakan Benih
Lokasi Pemantauan Fauna Dilindungi :
- Tahun 2024 di Km. 01 persemaian, Blok RKT 2025, Blok RKT 2014 Km. 54, dan APL
Gunung Sari.
- Tahun 2025 di KPPN, RKT 2014 Km. 37, dan Tegakan Benih
b. Berdasarkan wawancara dengan PIC Ekologi, kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi
dilaksanakan secara acak tanpa menggunakan plot tertentu, yakni mencatat jenis flora dan
fauna dilindungi yang ditemui saat kegiatan ITSP, penanaman, penebangan, dan/atau
kegiatan lain di lapangan. Kegiatan identifikasi tanpa menggunakan metode pengamatan
yang tepat (seperti metode transek, plot, titik hitung, dan teknis lainnya) dapat membuat
data yang disajikan tidak valid karena data tidak representatif, bias tinggi, dan tidak bisa
dibandingkan keragaman populasinya.
c. | Verifier Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
343 terancam punah dan endemik di areal PBPH
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian PT Inhutani | Unit Sambarata telah memiliki beberapa laporan hasil identifikasi dan inventarisasi
Singkat flora dan fauna dilindungi. Adapun kelengkapan data hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi
Justifikasi diantaranya :
a. Jenis data yang dikumpulkan berupa nama spesies dan jumlah spesies. Pada data
pemantauan satwa juga dituliskan aktivitas satwa saat ditemukan.
b. Data status perlindungan diklasifikasikan sesuai IUCN Redlist, Appendices CITES, dan
kategori endemik. Status perlindungan flora dan fauna belum diklasifikasikan sesuai
PermenLHK No. P.106 Tahun 2018.
c. Data analisis populasi tidak tersedia
d. Data hasil identifikasi flora tidak disajikan sesuai klasifikasi strata tegakannya (semai,
pancang, tiang, pohon)
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e. Data identifikasi flora di blok RKT merupakan data ITSP untuk kayu pemanenan, bukan
jenis dilindungi
Nilai Kinerja o - 0
Indikator 3.4 (10/15)x100 % = 66,67 % (SEDANG)
5. | Indikator Pengelolaan flora dan fauna untuk :
3.5 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak
rusak (kawasan yang dilindungi dan ABKT)
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka
dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi
a. | Verifier Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau
3.5.1 langka, jarang, terancam punah dan endemik
Bobot 1
NILAI SEDANG
Uraian a. Prosedur pengelolaan flora dan fauna dilindungi PT Inhutani | Unit Sambarata tercakup
Singkat dalam SOP Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi (No. Dok : INH-SBRT/SOP/03-3.3
Justifikasi Terbit 6 Juni 2006, Revisi 1 Tanggal Revisi 25 September 2023). Jenis kegiatan meliputi
pengelolaan di dalam habitat (insitu) dan di luar habitat (eksitu) melalui penanaman,
identifikasi populasi, pengkajian/penelitian, dan pengembangbiakan.
b. Prosedur belum mencantumkan dan mengakomodir jenis kegiatan sesuai ketentuan :
1. Surat Edaran No. Se.7/PHL/PUPH/ HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang
Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi di Dalam Areal Kerja PBPH
2. Intruksi MenLHK No. Ins.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2022 tentang Perlindungan
Satwa Liar Atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar Di Dalam dan Di Luar
Kawasan Hutan
3. SOP KSDAE No. SOP.1/KSDAE/SET.3/ KSA.2/12/2022 tentang Perlindungan Satwa
Liar di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan
4. PermenLHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa
b. | Verifier Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
3.5.2 punah dan endemik
Bobot 2
NILAI SEDANG
Uraian Kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi di areal PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata
Singkat dibandingkan dengan prosedur, diantaranya :
Justifikasi 1. Melaksanakan penataan batas dan pemeliharaan batas kawasan lindung
2. Identifikasi flora dan fauna dilindungi
3. Sosialisasi pada masyarakat dan karyawan terkait perlindungan flora dan fauna dilindungi
4. Melakukan kegiatan perlindungan pada kawasan lindung, baik melalui patroli, penyediaan
SDM dan sarpras pendukung, serta kerjasama dengan instansi terkait
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Kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi yang belum dilaksanakan secara optimal sesuai
prosedur dan/atau ketentuan yang dipersyaratkan peraturan perundangan diantaranya :

1. Belum membentuk tim monitoring dan perlindungan satwa liar serta mengadakan kegiatan
peningkatan kompetensi terkait perlindungan satwa liar/ mitigasi konflik satwa-manusia

2. |dentifikasi dan deliniasi areal ABKT di lapangan belum dilakukan
3. Alokasi koridor satwa dan/atau jalur lintasan satwa pada areal rawan konflik satwa-manusia

4. Pelaksanaan dan ketersediaan data identifikasi flora dan fauna dilindungi belum lengkap
sesuai prosedur

c. | Verifier
353

Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan
habitatnya di areal PBPH

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian
Singkat
Justifikasi

a. PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata telah mengalokasikan areal PBPH untuk perlindungan
habitat flora dan fauna yang dilindungi, yakni sempadan sungai untuk mencari minum, makan,
serta tempat berkubang satwa, serta KPPN dan KPSL untuk perlindungan flora dan fauna
dilindungi. Namun, identifikasi ABKT dan alokasi koridor satwa/jalur lintasan satwa belum
dilakukan.

b. Pada areal izin PT Inhutani | Unit Sambarata masih terdapat gangguan pada flora dan fauna
dilindungi yakni :

a) Pada saat pengecekan lapangan di areal blok RKT 2026 (2°2754,99" N
117°10°'6,036"E), terdapat masyarakat yang sedang mencari Damar Meranti dan Damar
Tengkawang. Hasil wawancara dengan salah satu pemburu (atas nama Bapak Mendos,
masyarakat Birang), jenis Damar dari Meranti dan Tengkawang itu akan dijual ke
tengkulak dan setiap minggu bisa mendapatkan 7 - 9 karung damar. Saat didalam
hutan, pemburu damar mencari makan dengan cara memancing ikan dan memburu
jenis Kancil. Adapun jenis Rusa dan Babi tidak diburu/ditangkap. Berdasarkan
keterangannya, masih sering dijumpai masyarakat yang berburu jenis Burung,
mengambil kayu, dan berladang/buka lahan.

b) Pada saat pengecekan di wilayah APL-Gunungsari, intensitas pembukaan lahan sangat
tinggi. Pada wilayah ini ditemukan pemukiman/pondok, kebun sawit, perladangan
berpindah jenis Padi, dan sarang walet. Hal ini membuat habitat flora-fauna didalamnya
ikut terancam karena tutupan konsesi PT Inhutani | Unit Sambarata pada dasarnya jenis
tutupan hutan alam yang memiliki keragaman flora-fauna yang tinggi didalamnya.

Nilai Kinerja
Indikator 3.5

(10/15)x 100 % = 66,67 % (SEDANG)

| D. | Aspek SOSIAL |

1. | Indikator 4.1

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi
dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh
masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.

Halaman 32 dari 63




0/ Vv
W Y KAN

omite Akreditasi Nasions
LPVI-017-IDN

‘ K

Trustindo Cevtification

F1-02.15 Rev.1

a. | Verifier4.1.1

Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk
penandaan batas secara partisipatif.

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian Singkat Prosedur PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata terkait identifikasi keberadaan dan
Justifikasi hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan

deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif tertuang
dalam:

1. Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No. SBRT/SOP/446.22,
Revisi 3 tanggal 12 Oktober 2023.

2. Prosedur Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan No.
SBRT/SOP/446.21, Revisi 3 tanggal 12 Oktober 2023

3. Prosedur Deliniasi Batas Konsesi dengan Komunitas setempat No.
SBRT/SOP/446.25, revisi 3 tanggal 12 Oktober 2023

Hasil telaahan terhadap prosedur yang tersedia, PT Inhutani | Unit Sambarata
belum memiliki Prosedur/SOP terkait identifikasi hak-hak dasar masyarakat
adat/masyarakat setempat dan prosedur yang ada belum mengacu pada
ketentuan perundangan yang berlaku, diantaranya PermenLHK No. 8 Tahun
2021 dan PermenLHK No. 9 Tahun 2021.

PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki sebagian prosedur terkait
identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat / masyarakat
setempat dan dileniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat /
masyarakat setempat secara partisipatif, tidak lengkap dan belum mengacu
kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundangan yang berlaku.

b. | Verifier4.1.2

Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak
dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian Singkat PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki hasil identifikasi hak-hak dasar
Justifikasi masyarakat adat/masyarakat setempat memiliki rekaman hasil pelaksanaan

identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau

masyarakat setempat tertuang dalam :

1) Peta wilayah kampung yang berada di dalam areal PT Inhutani | Unit
Sambarata Skala 1 : 250.000, menjelaskan bahwa areal PT Inhutani | Unit
Sambarata Sebagian besar berada di Kabupaten Berau dengan wilayah
terluas berada di Kampung Gunungsari. Sedangkan sebagian kecil berada
di Kampung Tasuk dan Kampung Punan Malinau

2 Peta Perubahan RKUPH PT Inhutani | Unit Sambarata Periode Tahun 2022-
2031, disahkan sesuia SK.11858 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025,
skala 1 : 100.000, dalam dokumen tersebut terdapat informasi kegiatan PT
Inhutani | Unit Sambarata selama periode 10 tahun

3 Laporan Potensi HHBK dan SDA lainnya di Sekitar Areal Pengelolaan PT
Inhutani | Unit Sambarata Tahun 2023

4) Data dan peta keberadaan ladang dan kebun di dalam areal PT Inhutani |
Unit Sambarata Tahun 2023. Hasil identifikasi terdapat kegiatan
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penguasaan lahan oleh masyarakat seluas 12.043 ha, namun belum seluruh
aktifitas masyarakat di areal PT Inhutani | Unit Sambarata diidentifikasi

5 Peta Lokasi Pemanfaatan HHBK dan Areal yang Dilindungi oleh Masyarakat
Skala 1 : 250.000, menjelaskan beberapa lokasi yang menjadi tempat
masyarakat untuk memanfaatkan HHBK dan lokasi yang dilindungi lainnya
seperti air terjun di Km 16 dan Km 18, goa sarang burung Malamma dan goa
sarang burung Salamma yang berada di wilayah Kampung Gunungsari

6) Perubahan RKUPH PT Inhutani | Unit Sambarata Periode Tahun 2022-2031,
disahkan sesuia SK.11858 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025, dalam
dokumen tersebut terdapat perubahan rencana operasional perusahaan
selama 10 tahun dan telah merencanakan program Multi Usaha Kehutanan
(MUK).

PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata telah melakukan identifikasi penguasaan
SDA/SDH oleh masyarakat dan atau kelompok masyarakat sekitar, pemanfaatan
lahan oleh masyarakat yang masih berlangsung di areal PT Inhutani | Unit
Sambarata adalah : berupa kebun sawit, kebun buah, rumah walet dan
pemukiman, namun baru sebagian yang telah diidentifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil masyarakat diperoleh informasi
bahwa kegiatan yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar di areal PT
Inhutani | Unit Sambarata antara lain : berladang/berkebun tanaman sawit dan
rumah walet, akan tetapi PT Inhutani | Unit Sambarata tidak memiliki dokumen
terkait pemanfaatan lahan tersebut.

PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki rekaman yang berisi data dan
informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun belum
seluruhnya sesuai dengan prosedur yang mengacu pada pedoman teknis dan
perundangan yang berlaku.

c. | Verifier4.1.3

Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal
PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat sesuai prosedur

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Singkat PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata sudah melakukan deliniasi dan implementasi
Justifikasi penandaaan batas pada areal PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata yang dikuasai

masyarakat dan kelompok masyarakat, namun baru sebagian yang telah
dilakukan delinasi di peta tertuang dalam :

1) Peta wilayah kampung yang berada di dalam areal PT Inhutani | Unit
Sambarata Skala 1 : 250.000, menjelaskan bahwa areal PT Inhutani | Unit
Sambarata Sebagian besar berada di Kabupaten Berau dengan wilayah
terluas berada di Kampung Gunung Sari. Sedangkan sebagian kecil berada
di Kampung Tasuk dan Kampung Punan Malinau

2) PetaPerubahan RKUPH PT Inhutani | Unit Sambarata Periode Tahun 2022-
2031, disahkan sesuia SK.11858 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025,
skala 1:100.000

3) Hasil deliniasi dan Penandaan Batas terhadap Areal yang Dikuasai
Masyarakat di Dalam Areal PT Inhutani | Unit Sambarata sebagai berikut :

a) Delineasi areal perladangan tertuang pada Peta Penguasaan Lahan
oleh Masyarakat (atau 100 %)

b) Delineasi lokasi pemanfaatan HHBK tertuang pada Peta Lokasi
Pemanfaatan HHBK dan Areal yang Dilindungi oleh Masyarakat (atau
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100 %)

c) Peta Batas Wilayah Kampung PT Inhutani | Unit Sambarata Skala 1 :
250.000 (atau 100 %)

d) Penandaan lokasi perladangan masyarakat di lapangan belum ada (
atau 0 %)

e) Penandaan lokasi pemanfaatan HHBK dan areal vyang
dikeramatkan/dilindungi masyarakat (atau 0 %)

f) Penandaan di lapangan batas wilayah kampung di dalam areal PT
Inhutani | Unit Sambarata, belum dilakukan (atau 0 %)

Rata - rata hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif
di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat sebesar (300 :6 ) x 100 % =50 %

PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata telah melakukan deliniasi terhadap sebagian
areal yang dikuasai/dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, namun baru
dilakukan di dalam peta sedang untuk di lapangan masih belum dilakukan
penandaan

PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata telah melakukan identifikasi dan deliniasi
terhadap areal klaim atau dilindungi oleh masyarakat sekitar yang ada di
arealnya, namun belum seluruh areal yang dikuasai/klaim atau dilindungi oleh
masyarakat dilakukan penandaan batas secara partisipatif.

Nilai Kinerja
Indikator 4.1

(8/112) x 100 % = 66,67 % (SEDANG)

2. | Indikator 4.2

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik
yang sistematis dan terukur

a. | Verifier 4.2.1

Tersedia laporan pemetaan potensi konflik

Bobot 2

NILAI SEDANG

j”a;?rfl‘(s'_”gkat Selama periode Penilikan ke-1 (tahun 2026), PT PT Inhutani | Unit Sambarata
ustitkasi

memiliki dokumen/laporan pemetaan potensi konflik yang ada di arealnya
meliputi :

1. Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik tahun 2025 PT Inhutani | Unit
Sambarata, dengan nilai score 29,36 % (kategori AMAN), terdapat bukti
penyampaian ke instansi berwenang (Dinas Kehutanan Prov. Kaltim)

2. Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik tahun 2026 PT Inhutani | Unit
Sambarata, dengan nilai score 29,36 % (kategori AMAN), namun tidak
terdapat bukti penyampaian ke instansi berwenang (Dinas Kehutanan Prov.
Kaltim)

Hasil observasi lapangan di areal PT Inhutani | Unit Sambarata terutama pada
bagian selatan (dekat kampung Gunung Sari) dan bagian utara (dekat desa
Sajau) banyak ditemukan aktifitas masyarakata berupa pemanfaatan lahan
berupa : kebun sawit, pembukaan ladang dan rumah walet, namun PT Inhutani |
Unit Sambarata belum melakukan identifikasi terhadap lahan tersebut secara
lengkap (terkait klaimer/pemilik lahan dan luasnya).

PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata telah membuat Laporan pemetaan potensi
dan resolusi konflik (sesuai PermenLHK P.8 Tahun 2021 Lampiran V), akan
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tetapi tidak dibuat sesuai tata waktunya (setiap semester), dan melaporkan
kepada instansi terkait.

b. | Verifier 4.2.2

Tersedia Mekanisme resolusi konflik

Bobot 1

NILAI SEDANG

\era;ilslpgkat PBPH PT PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki Prosedur/mekanisme resolusi
ustifikasi

konflik yang ada di arealnya tertuang dalam :

1. Prosedur Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat No. SBRT/
SOP/446.26, revisi 3 tanggal 12 Oktober 2023. Disiapkan oleh Supervisor
Kelola Sosial, diperiksa oleh Asisten Manajer Kehutanan dan disahkan oleh
Manajer

2. Prosedur Pengamanan dan Perlindungan Hutan (Pengendalian
Perambahan Hutan, Kebakaran Hutan dan Pembalakan Liar) No.
SBRT/SOP/446.23 Revisi 1 tanggal 25 September 2023. Disiapkan oleh
Supervisor Bina Hutan dan PPH, diperiksa oleh Asisten Manajer Kehutanan
dan disahkan oleh Manajer

Sistimatika prosedur telah cukup lengkap mencakup tujuan, ruang lingkup,
tanggung jawab, acuan, definisi, prosedur, dokumentasi dan hasil yang diperoleh

Hasil telaahan terhadap Prosedur Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat,
persedur yang ada belum seluruhnya mengacu pada PermLHK Nomor P. 8
Tahun 2021 (Lampiran V).

PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki mekanisme penyelesaian konflik
dengan masyarakat, namun belum mengakomodir potensi konflik yang ada di
arealnya, dan belum disosialisasikan kepada desa binaan.

c. | Verifier4.2.3

Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan

Bobot 1

NILAI BAIK

bJra;?]‘r’;(S'T‘gkat PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki struktur organisasilembaga yang
ustinkasi

bertugas khusus menangani konflik tertuang dalam SK Manajer PT Inhutani |
UMH Sambarata No. 21/VIIl.C/Inh-UMHA.Smbrt/2023 tanggal 27 November
2023.

Dalam struktur organisasi tersebut, penanggung jawab penanganan konflik yaitu
Manager Unit, ketua pelaksana yaitu Manajer Junior Teknik Kehutanan,
koordinator pelaksana menjadi tugas Asisten Kelola Sosial dan pelaksana di
lapangan melibatkan semua bidang (perencanaan, produksi, pembinaan hutan
dan tata usaha). Terdapat uraian tugas dan tanggung jawab dengan jelas dan
telah melibatkan para pihak sesuai dengan kewenanganannya.

Hasil wawancara dengan Supervisor Kelola Sosial, SDM dalam proses
penanganan konflik sesuai struktur organisasi penanganan konflik sebanyak 15
orang dan anggaran penanganan konflik bersumber dari pengajuan khusus.

Selama ini apabila ada konflik dengan masyarakat sekitar, diselesaikan dengan
musyawarah dan kekeluargaan dengan mengikutsertakan Aparat Desa, Tokoh
Masyarakat setempat dan instansi terkait.

Berdasarkan uraian diatas, PT Inhutani | Unit Sambarata telah memiliki
kelembagaan penanganan konflik, telah melibatkan para pihak dan tersedia dana
yang alokasinya sesuai dengan kebutuhan.

Halaman 36 dari 63



0/ Vv
W Y KAN

omite Akreditasi Nasions
LPVI-017-IDN

‘ K

Trustindo Cevtification

F1-02.15 Rev.1

PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki struktur organisasilembaga
penanganan konflik yang melibatkan para pihak, serta PT Inhutani | Unit
Sambarata menyiapkan anggaran untuk penyelesaian konflik setiap tahun yang
dirinci sesuai dengan tahapan penyelesaian konflik.

d. | Verifier4.2.4

Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik

Bobot 1

NILAI SEDANG

\lJJra;ir;Smgkat PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata telah memiliki rencana resolusi konflik pada
ustifikasi

periode tahun 2024 - 2025 yang tertuang pada dokumen rencana penanganan
potensi konflik terkait batas-batas desa/kampung di dalam areal dan potensi
konflik perladangan/perambahan yang dilakukan oleh masyarakat Kampung
Gunung Sari dan masyarakat desa Sajau.

Rencana dan Realisasi Penanganan Konflik PT Inhutani | Unit Sambarata Tahun

2024 dan 2025.

1. Tahun 2024 tidak tersedia rencana dan realisasi penanganan konflik, atau 0
%

2. Penanganan batas wilayah desa di dalam areal PBPH blok RKTPH 2025,
terealisasi 100 %

3. Penanganan perladangan dan pemukiman di areal PBPH (kampung gunung
sari), terealisasi 80 %
Rata - rata penyelesaian konflik sebesar 60 %

Berdasarkan telaahan dokumen rencana dan realisasi penanganan konflik,
diketahui bahwa rencana resolusi konflik telah memuat sasaran/lokasi, rencana
kegiatan, tata waktu dan penanggung jawab. Namun belum mencakup nilai
anggaran, mekanisme kerja dan monitoring & evaluasi serta disusun secara
internal (belum melibatkan para pihak).

PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata belum melakukan identifikasi potensi konflik
yang ada di arealnya, dan PT Inhutani | Unit Sambarata telah menyusun rencana
resolusi konflik yang berdasarkan hasil pemetaan konflik yang sudah masuk
dalam RKUPH, namun dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak.

e. | Verifier4.2.5

Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi

Bobot 2

NILAI BURUK

Uraian Singkat PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata telah melakukan penanganan konflik terkait
Justifikasi adanya batas-batas desa di dalam areal dan potensi konflik terkait kegiatan

perambahan/perladangan di dalam areal yang dilakukan oleh masyarakat
Kampung Gunung Sari dan Desa Sajau.

Hasil wawancara dengan Supervisor Kelola Sosial, potensi konflik batas wilayah
kampung di dalam areal belum ada realisasi di lapangan. Hal ini terkait dengan
kesiapan dari masing-masing kampung, perusahaan akan membantu
memfasilitasi dalam pembuatan rintis batas dan penandaannya. Sedangkan
yang menyangkut konflik perambahan, proses identifikasi masih dilakukan
secara bertahap karena pelaku sulit ditemukan ketika patroli lapangan.
Kesepakatan penanganan konflik dengan pemerintahan Kampung Gunung Sari
telah ada dan akan ditindaklanjuti melalui konsultasi dengan KPH Berau Utara
agar proses resolusi konflik yang dilakukan sesuai dengan aturan.

Hasil observasi lapangan, diketahui bahwa sepanjang jalan ex koridor PT
Inhutani | Unit Sambarata yang berbatasan dengan PT Malindo Mas telah
diokupasi oleh masyarakat. Sebagian besar telah ditanamai kelapa sawit, baik
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yang masih dalam proses pembukaan maupun yang telah menghasilkan (umur
> 5 tahun).

Berdasarkan uraian diatas, PT Inhutani | Unit Sambarata pada periode tahun
2024-2025 telah melakukan penanganan konflik dengan rata-rata realisasi
mencapai 60,00 %, namun bukti pelaksanaan belum terdokumentasi dan tidak
tersedia bukti pelaporan ke dinas terkait belum dapat ditunjukkan.

PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata belum menyusun laporan terkait realisasi
pelaksanaan penanganan konflik dan menyampaikan kepada instansi yang
berwenang secara periodik.

f | Verifier4.2.6

Legalitas kemitraan konsesi hutan

Bobot 2
NILAI BURUK
Uraian Singkat PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata telah memiliki dokumen RKUPH Periode
Justifikasi Tahun 2022 - 2031 yang didalamnya terdapat rencana kegiatan Multi Usaha
Kehutanan (MUK) terkait dengan program antara lain : Pemanfaatan HHBK
berupa Budidaya Aren dan Nira, dil. serta Pemanfaatan Jasa Lingkungan berupa
Perlindungan  keanekaragaman hayati, Wisata Minat Khusus dan
Penyerapan/penyimpanan karbon, akan tetapi sampai pelaksanaan audit
Penilikan ke-1 (2026), belum tersedia nota kesepahaman/MoU kemitraan
konsesi dengan masyarakat (KTH) sebagai salah satu upaya dalam
penyelesaian konflik yang terjadi di arealnya.
Nilai Kinerja (15/27)x100 % = 55,55 % (BURUK)
Indikator 4.2

3. | Indikator 4.3

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil
antar para pihak

a. | Verifier 4.3.1

Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat
setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan
SDH oleh pemegang PBPH

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian Singkat Dokumen/laporan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau
Justifikasi masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas

pengelolaan SDH PT Inhutani | Unit Sambarata meliputi :

a. Peta RKUPH PBPH Periode 2022 - 2031 PT Inhutani | Unit Sambarata
(Tahun 2025), areal PT Inhutani | Unit Sambarata sebagian besar masuk
Kabupaten Berau, masuk wilayah Gunung Sari, Punan Malinau dan Tasuk

b. Laporan Potensi HHBK dan SDA lainnya di Sekitar Areal Pengelolaan PT
Inhutani | Unit Sambarata Tahun 2023

c. Data dan peta keberadaan ladang dan kebun di dalam areal PT Inhutani |
Unit Sambarata Tahun 2023. Hasil identifikasi terdapat kegiatan
penguasaan lahan oleh masyarakat seluas 12.043 ha, namun belum
seluruh aktifitas masyarakat di areal PT Inhutani | Unit Sambarata
diidentifikasi

d. Peta Lokasi Pemanfaatan HHBK dan Areal yang Dilindungi oleh
Masyarakat Skala 1 : 250.000, menjelaskan beberapa lokasi yang menjadi
tempat masyarakat untuk memanfaatkan HHBK dan lokasi yang dilindungi
lainnya seperti air terjun di Km 16 dan Km 18, goa sarang burung Malamma
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dan goa sarang burung Salamma yang berada di wilayah Kampung
Gunungsari

e. laporan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar areal PT Inhutani |
Unit Sambarata Tahun 2023 namun belum mencakup semua wilayah
(hanya di Kecamatan Segah)

BAST Pembayaran Fee Kompensasi tahun 2024 dan 2025
BAST Kegiatan Kelola Sosial Tahun 2024 - 2025 (tersedia sebagian)
Pemanfaatan kontraktor lokal, ada 2 kontraktor semua berasal dari luar

Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT Inhutani | Unit Sambarata Tahun 2024
- 2026 sebesar 23,54 %

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa, PT Inhutani | Unit Sambarata telah
memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan
terpengaruh. Sebagian data belum diperbaharui sesuai prosedur diantaranya
data masyarakat yang memanfaatkan HHBK, masyarakat yang melakukan
perambahan dan kajian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang
berada di sekitar areal PT Inhutani | Unit Sambarata

- .:'C_C) Th

PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki sebagian dokumen / data dan
informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat,
tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap.

b. | Verifier4.3.2

Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian Singkat PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki kebijakan/prosedur terkait
Justifikasi peningkatan peran serta ekonomi masyarakat yang tertuang dalam :

1. Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No. SBRT/SOP/446.22,
Revisi 3 tanggal 12 Oktober 2023

2. Prosedur Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan,
Peraturan Direksi No. 26/DIR-IV/2016 tanggal 29 April 2016

3. Prosedur Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan No.
SBRT/SOP/446.21, Revisi 3 tanggal 12 Oktober 2023

4. Prosedur Kerja Kemitraan Kehutanan, SK Direksi PT Inhutani | No.
191/VII/INHUTANI/2018 tanggal 12 Juli 2018

5. Prosedur Mekanisme Distribusi Manfaat No. SBRT/SOP/446.28 Revisi 3
tanggal 12 Oktober 2023

6.  Prosedur Peningkatan Peran Serta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat No.
SBRT/SOP/44.29, Revisi 3 tanggal 12 Oktober 2023

Prosedur memiliki sistimatika yang lengkap mencakup tujuan, ruang lingkup,
tanggung jawab, acuan, definisi, prosedur, dokumentasi, hasil yang diperoleh

Berdasarkan verifikasi terhadap prosedur diatas, telah tersedia  dan

mengakomodir seluruh potensi wilayah desa/kampung namun :

1. Prosedur belum seluruhnya mengacu kepada ketentuan peraturan yang
berlaku.

2. Tidak ada bukti persetujuan/kesepakatan terkait mekanisme peningkatan
peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang akan dilakukan

PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki sebagian mekanisme terkait
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat sebagian
telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat dan belum mendapat
persetujuan dari masyarakat.
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c. | Verifier4.3.3

Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat

Bobot 1

NILAI SEDANG

\lJJra;ir;Slpgkat PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki dokumen rencana yang memuat
ustifikasi

upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat tertuang dalam :

1. RKUPH PT Inhutani | Unit Sambarata Periode Tahun 2022-2031, disahkan
sesuai SK. 6028/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2021 tanggal 7 Oktober
2021 oleh Dirjen PHL an. Menteri LHK. Pada dokumen ini dijelaskan
tentang kegiatan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2. Perubahan RKUPH PT Inhutani | Unit Sambarata Periode Tahun 2022-
2031, disahkan sesuia SK.11858 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025,
dalam dokumen tersebut terdapat perubahan rencana operasional
perusahaan selama 10 tahun dan telah merencanakan program Multi
Usaha Kehutanan (MUK)

3. RKTUPH PT Inhutani | Unit Sambarata Tahun 2024, 2025 dan 2026,
terdapat rencana kegiatan PT Inhutani | Unit Sambarata pada tahun
berjalan

4. RO PMDH (Kelola Sosial) PT Inhutani | Unit Sambarata Tahun 2025-2026,
meliputi kegiatan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat pedesaan
dan pola kemitraan kehutanan

5. Kesepakatan Fee Kompensasi dengan masyarakat Desa sekitar sesuai
lokasi Blok RKT.

Hasil verifikasi terhadap dokumen perencanaan diatas yaitu :

1. Tersedia dokumen perencanaan jangka panjang (RKU) dan dokumen
perencanaan tahunan (RKT dan RO PMDH/Kelola Sosial).

2. Perencanaan yang tertuang pada dokumen RKT Tahun 2024-2026 belum
seluruhnya sesuai dengan dokumen RO PMDH/Kelola Sosial, dimana
beberapa kegiatan berbeda pada dua dokumen tersebut.

3. Hasil wawancara dengan responden pemerintahan (Kampung Tasuk,
Kampung Gunung Sari, Kampung Punan Malinau), belum ada program
kegiatan ekonomi berkelanjutan yang direncanakan bersama-sama yang
mengakomodir aspirasi masyarakat

Kegiatan kelola sosial PT Inhutani | Unit Sambarata saat ini yang dilaksanakan
sebagian masih berdasarkan proposal/usulan dari masyarakat sekitar

PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki sebagian dokumen rencana
pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun kurvang lengkap
dan belum mengakomodir aspirasi masyarakat

d. | Verifier 4.3.4

Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Singkat PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata telah mengimplementasikan kegiatan
Justifikasi peningkatan aktifitas ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam :
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- Peningkatan aktifitas ekonomi dalam Laporan Kelola Sosial Tahun 2024 -
2025, rata - rata sebesar 92,0 %

- Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal PT Inhutani | Unit Sambarata Tahun 2026.

1) PT Inhutani | Unit Sambarata sebesar 31,58 % (ada 6 dari 19 karyawan)
2) PT WSS sebesar 26,39 % (ada 38 dari 144 karyawan)
3) PT AMK sebesar 12,64 %(ada 11 dari 87 karyawan)

Rata -rata sebesar 23,54 %

Kerjasama kemitraan dengan Masyarakat belum ada, atau sebesar 0 %
Pembayaran Fee kompensasi telah dibayar sesuai kesepakatan, atau
sebesar 100 %
Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT
Inhutani | Unit Sambarata sebesar :
(92,0+23,54+0+100) % :4=53,88 % (> 50 %)

Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH oleh PT
Inhutani | Unit Sambarata mencapai 53,88 % (> 50%) dari rencana, akan tetapi
tidak dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.

Akan tetapi hasil observasi dan wawancara dengan wakil masyarakat sekitar (3
kampung), menyatakan belum ada kegiatan ekonomi oleh PT Inhutani | Unit
Sambarata yang dikembangkan sehingga tidak terbukti kegiatannya di lapangan.

Nilai Kinerja
Indikator 4.3

(10/15)x 100 % = 66,67 % (SEDANG)

4. | Indikator 4.4

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku

a. | Verifier4.4.1

Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan

lingkungan Pemegang PBPH
Bobot 2
NILAI SEDANG
\ljjraﬁi Slpgkat PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki dokumen/laporan hasil identifikasi
ustifikasi

kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial &
lingkungan meliputi :

v' Fee Kompensasi Kayu sesuai kesepakatan

v" Bantuan BBM/Solar di kampung Punan Malinau

v" Perbaikan jalan di desa binaan Kampung Tasuk setiap 3 bulan
v Bantuan lainnya berdasarkan usulan/proposal dari masyarakat.

Berdasarkan hasil telaahan dokumen dan hasil wawancara dengan wakil
masyarakat sekitar diperoleh informasi, PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata
belum memiliki hasil identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program
tanggung jawab sosial & lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat
desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum
komunikasi/konsultasi/ koordinasi berupa kesepakatan Fee Kompensasi kayu,
sedangkan untuk kegiatan CSR belum ditentukan program prioritasnya
masih berdasarkan proposal/ usulan dari masyarakat.
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b. | Verifier 4.4.2

Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan
pemegang PBPH sesuai ketentuan

Bobot 1

NILAI SEDANG

Uraian Singkat Pada periode Penilikan ke-1 (Tahun 2026), PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki
Justifikasi dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup

sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana
prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam
dokumen :

1) RKUPH PT Inhutani | Unit Sambarata Periode Tahun 2022-2031, disahkan
sesuai SK. 6028/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2021 tanggal 7 Oktober
2021 oleh Dirjen PHL an. Menteri LHK.

2) Perubahan RKUPH PT Inhutani | Unit Sambarata Periode Tahun 2022-2031,
disahkan sesuia SK.11858 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 (sudah
memasukan program MUK)

3) RKTUPH PT Inhutani | Unit Sambarata Tahun 2024, 2025 dan 2026,
terdapat rencana kegiatan PT Inhutani | Unit Sambarata pada tahun berjalan

4) RO PMDH (Kelola Sosial) PT Inhutani | Unit Sambarata Tahun 2025-2026,

meliputi kegiatan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat pedesaan
dan pola kemitraan kehutanan

5) Kesepakatan Fee Kompensasi dengan masyarakat desa sekitar sesuai
lokasi Blok RKT

Hasil telaahan terhadap dokumen perencanaan tersebut disimpulkan :

a) PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki dokumen perencanaan jangka
panjang (RKU) dan perencanaan tahunan (RKT dan RO Kelola Sosial).
Telah ditetapkan jenis-jenis kegiatan yang akan dijalankan, namun belum
ditetapkan secara jelas sasaran (lokasi) untuk tiap kegiatan (sebagian
besar tergantung dengan proposal yang diajukan oleh masyarakat).

b) Sarana dan prasarana untuk kegiatan operasional tersedia, namun
dukungan SDM masih terbatas (hanya ada 2 orang kelola sosial
menangani areal yang cukup luas dengan lokasi desa yang berjauhan)

Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar
diperoleh informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi terkait
identifikasi kebutuhan dan program tanggung jawab sosial dari PT Inhutani | Unit
Sambarata, namun belum mencakup program prioritas sasaran yang jelas.

PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki dokumen rencana kerja tanggung
jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas
sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan
didasarkan hasil identifikasi.

c. | Verifier4.4.3

Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan
oleh pemegang PBPH

Bobot 1

NILAI BAIK

Uraian Singkat Pada periode Penilikan ke-1 (Tahun 2026), PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki
Justifikasi mekanisme terkait implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan

lingkungan antara lain :
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Prosedur Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No. SBRT/SOP/446.22,
Revisi 3 tanggal 12 Oktober 2023

2. Prosedur Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan,
Peraturan Direksi No. 26/DIR-IV/2016 tanggal 29 April 2016

3. Prosedur Mekanisme Distribusi Manfaat No. SBRT/SOP/446.28 Revisi 3
tanggal 12 Oktober 2023

4.  Prosedur Peningkatan Peran Serta dan Aktivitas Ekonomi Masyarakat No.
SBRT/SOP/44.29, Revisi 3 tanggal 12 Oktober 2023

5. Prosedur Kontribusi Para Pihak No. SBRT/SOP/446.23 Revisi 3 tanggal 12
Oktober 2023

Prosedur disiapkan oleh Supervisor Kelola Sosial, diperiksa oleh Asisten Manajer
Kehutanan dan disahkan oleh Manajer. Sistimatika prosedur telah cukup lengkap
mencakup tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, acuan, definisi, prosedur,
dokumentasi dan hasil yang diperoleh.

PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki prosedur/mekanisme yang telah
memuat dengan jelas tugas dan tanggung jawab para pihak dan telah disahkan
oleh pejabat yang berwenang.

d. | Verifier4.4.4

Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan
oleh pemegang PBPH

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Singkat Pada periode audit Penilikan ke-1 (Tahun 2026), PT Inhutani | Unit Sambarata
Justifikasi telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tertuang dalam :

1) Berita Acara Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan PBPH Tahun 2024 dan
Rencana Kerja Kelola Sosial PT Inhutani | Unit Sambarata kepada
masyarakat Kampung Gunungsari tanggal 19 Maret 2024

2) Berita Acara Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan PBPH Tahun 2024 dan
Rencana Kerja Kelola Sosial PT Inhutani | Unit Sambarata kepada
masyarakat Kampung Punan Malinau tanggal 20 Februari 2024

3) Berita Acara Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan PBPH Tahun 2024 dan
Rencana Kerja Kelola Sosial PT Inhutani | Unit Sambarata kepada
masyarakat Kampung Tasuk tanggal 19 Februari 2024

4) Berita Acara Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan PBPH Tahun 2025 dan
Rencana Kerja Kelola Sosial PT Inhutani | Unit Sambarata kepada
masyarakat Kampung Gunung Sari tanggal 26 Februari 2025

5) Berita Acara Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan PBPH Tahun 2026 dan
Rencana Kerja Kelola Sosial PT Inhutani | Unit Sambarata kepada
masyarakat Kampung Gunung Sari tanggal 11 Maret 2026

6) Berita Acara Sosialisasi Rencana Kerja Tahunan PBPH Tahun 2026 dan
Rencana Kerja Kelola Sosial PT Inhutani | Unit Sambarata kepada
masyarakat Kampung Tasuk tanggal 13 Maret 2026

Hasil wawancara dengan pemerintahan Kampung Tasuk, Kampung Gunungsari
dan Kampung Punan Malinau menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi telah
dilakukan, namun tidak dilakukan secara rutin.

Berdasarkan uraian diatas PT Inhutani | Unit Sambarata telah melaksanakan
kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat sasaran program yang menjadi
prioritas yaitu Kampung Tasuk, Kampung Punan Malinau dan Kampung Gunung
Sari, namun tidak dilakukan secara rutin pada seluruh desa binaan.
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e. | Verifier4.4.5

Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang
PBPH

Bobot

2

NILAI

SEDANG

Uraian Singkat
Justifikasi

PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki rencana dan realisasi kegiatan

Kelola Sosial Tahun 2024 - 2025 sebagai berikut :

a. Realisasi Kelola Sosial PT Inhutani | Unit Sambarata Tahun 2024, sebesar
Rp. 216.557.350,- dari rencana Rp. 185.000.000,- (atau 117 %)

b. Realisasi Kelola Sosial PT Inhutani | Unit Sambarata Tahun 2024, sebesar
Rp. 43.953.510,- dari rencana Rp.160.316.500,- (atau 27 %)
Rata-rata realisasi kelola sosial sebesar 72 %

Realisasi kegiatan kelola sosial PT Inhutani | Unit Sambarata tahun 2024 — 2025
meliputi :

1. Pembayaran Fee Kompensasi desa sekitar sesuai kesepakatan
Bantuan BBM solar unttuk penerangan di kampung Punan Malinau
Perbaikan jalan kampung desa Tasuk (setiap 3 bulan)

Bantuan dana hari besar agama (natal, paskah dan maulid)
Bantuan Dana HUT RI desa dan kecamatan sekitar.
Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal tahun 2026 sebesar 23,54 %

Sk owdd

Realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT Inhutani | Unit Sambarata tahun 2024
- 2025 sebesar 72 % dari rencana, masih belum maksimal dan belum ada
realisasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif yang berkelanjutan seperti
kerjasama kemitraan dan kerjasama dengan koperasi desa.

Nilai Kinerja
Indikator 4.4

(17/24) x 100 % = 70,83 % (SEDANG)

5. | Indikator 4.5

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga
Kerja

a. | Verifier4.5.1

Ketersediaan sarana hubungan industrial

Bobot 1

NILAI BAIK

Uraian Singkat PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki dokumen sarana hubungan
Justifikasi

industrial terhadap karyawannya dan implementasinya tertuang dalam :

e Tersedia Perjanjian Kerja Bersama PT Inhutani | dan SEJATI Tahun 2023-
2025 No. 1382/11.A/Inh/2023; 030/DPP-Sejati/VI/2023. Telah disahkan
sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Indutrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4/H1.00.01/ 00.0000.230707006/
V11112023 tanggal 22 Agustus 2023, dengan masa berlaku sampai 3 Juli
2025

e Tersedia Ketetapan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Inhutani
“SEJATI” No. 001/DPP-SEJATI/I2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang
Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja PT
Inhutani | “SEJATI” UMH Sambarata Periode Tahun 2022-2025

e PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata telah terdaftar di organisasi pengusaha,
sesuai data yang tercatat di website APHI ((http//www.rimbawan.com)
dengan nomor keanggotaan : 403
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e PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata telah memiliki mekanisme
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tertuang pada
Perjanjian Kerja Bersama pada Bab XVII tentang Penyelesaian
Perselisihan (Pasal 81) dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan (Pasal
82)

e Terdapat contoh SPK an. Rusdiani telah sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

e Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan.

PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang
Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tetang Cipta Kerja dimana
di dalamnya memuat bab IV terkait ketenagakerjaan (UU no 13 tahun
2003 tentang ketenagakerjaan, UU no 40 Tahun 2004 tentang sistem
jaminan sosial nasional, UU no 24 Tahun 2011 tentang
penyelenggara jaminan sosial, UU no 18 Tahun 2017 tentang
perlindungan pekerja migran Indonesia.

Hasil wawancara dengan wakil karyawan PT Inhutani | Unit Sambarata (an.IN
dan JR), diperoleh informasi bahwa PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki
dokumen sarana hubungan industrial, serta telah dimplementasikan seluruhnya

PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki dokumen sarana hubungan
industrial, serta memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan
industrial yang disepakati.

b. | Verifier4.5.2

Implementasi kebijakan standar jenjang karier

Bobot 1

NILAI BAIK

Uralgn Slpgkat PT Inhutani | Unit Sambarata telah memiliki dokumen standar jenjang karir bagi
Justifikasi

karyawan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan
Surat Keputusan Direksi meliputi :

a) Perjanjian Kerja Bersama antara Direksi PT Inhutani (Persero) dan Serikat
Pekerja PT Inhutani (Persero) Sejati, pada :

- Pasal 13 : Pengisian Formasi Jabatan

- Pasal 14 : Mutasi, Promosi dan Demosi

- Pasal 25 : Pengangkatan Pekerja.

- Pasal 26 : Jenjang Status, Level, Golongan/Ruang Pekerja.
- Pasal 49 : Kenaikan Golongan & Ruang Pekerja.

- Pasal 50 : Penilaian Prestasi Kerja.

b) Keputusan Direksi PT Inhutani | No. 044/l/Inhutani/2024 tentang Pedoman
Pengangkatan, Grade Jabatan, Pengupahan, Pemberian Pengabdian
Pekerja PT Inhutani | tanggal 25 Januari 2024

c) Implementasi peningkatan jenjang karir :

- Tahun 2024 : tidak terdapat rencana promosi karyawan
- Tahun 2025 : terdapat rencana promosi karyawan 2 (dua) orang dan
terealisasi 2 (dua) orang atau 100 %

PT Inhutani | Unit Sambarata telah merealisasikan peningkatan jenjang karir,
dimana pada periode tahun 2024-2025 jumlah karyawan yang naik golongan dan
naik berkala terealisasi seluruhnya (100%) sedangkan promosi jabatan
terealisasi sebanyak 100 %.
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Hasil wawancara dengan Supervisor Umum & SDM PT Inhutani 1 unit
Sambarata, menyatakan bahwa proses kenaikan jenjang karir telah berlangsung
sesuai ketentuan yang berlaku.

PT Inhutani | Unit Sambarata telah memiliki kebijakan standar jenjang karier
yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan pada
periode tahun 2024-2025 telah diterapkan rata-rata sebesar 100 %.

c. | Verifier4.5.3

Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier

Bobot 2

NILAI SEDANG

Uraian Singkat PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki mekanisme pengembangan SDM
Justifikasi tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 9 tentang

Pendidikan & Pelatihan dan Pasal 48 ; Pengembangan Karir Pekerja.

Implementasi  pengembangan SDM PT Inhutani | Unit Sambarata sebagai

berikut :

1) Realisasi peningkatan SDM melalui pelatihan tahun 2024 sebesar 73,91 %
(17 dari 23 peserta)

2) Realisasi peningkatan SDM melalui petatihan tahun 2025 sebesar 63,64 %
(14 dari 22 peserta)
Rata-rata peningkatan SDM sebesar 68,77 %

Hasil wawancara dengan Supervisor Umum & SDM, diperoleh informasi bahwa
pengembangan kompetensi karyawan telah berlangsung, utamanya yang terkait
dengan Ganis. Masih terdapat beberapa kompetensi yang belum tercapai
diantaranya yang terkait dengan petugas pengendalian kebakaran lahan dan
hutan.

Berdasar uraian diatas, PT Inhutani | Unit Sambarata telah melakukan
pengembangan kompetensi karyawan dimana pada periode tahun 2024-2025
rata-rata mencapai 68,77%.

d. | Verifier4.5.4

Pemenuhan hak — hak kesejahtraan karyawan

Bobot 2

NILAI BAIK

Uraian Singkat Kebijakan PT Inhutani | Unit Sambarata terhadap hak-hak kesejahteraan
Justifikasi karyawan dan implementasinya meliputi :

a) Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2023 — 2025 pasal 33 —
42 tentang tunjangan kesejahteraan karyawan

b)  SK Gubernur Kalimantan Timur nomor : 100.3.3.1/K.554/2024 tanggal 18
Desember 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten Berau Tahun 2025,
sebesar Rp 4.081.396,31.

c) Contoh Slip Gaji Karyawan Terendah an. AA.upah yang diterima sama
dengan UMK yang berlaku di Kab. Berau dan mendapatkan tunjangan
makan dan tinggal di mess perusahaan.

d) Gaji karyawan dibayarkan setiap tanggal 1, selama ini pembayaran lancar
ltidak pernah terlambat

e) PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki bukti pembayaran BPJS
Ketenagakerjan bulan Maret 2026 sebesar Rp. 13.024.002,- dan contoh
kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan an. Agung Pramudya dan Firli Azhar.
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f)  PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki bukti pembayaran BPJS Kesehatan
(Grup) bulan Maret 2026 sebesar Rp.226.550.375,- dan April 2026 sebesar
Rp. 222.962.623,- contoh kartu peserta BPJS Kesehatan an. Agung
Pramudya dan Firli Azhar D.

g) Kondisi Fasilitas kesejahteraan untuk karyawan di Camp PT Inhutani | Unit
Sambarata KM 32 yang ada saat ini seperti : Kantor, Mess Karyawan,
Sarana Ibadah, sarana olah raga, sudah layak dan memadai

Di Camp PT Inhutani | Unit Sambarata tidak dilengkapi dengan Klinik
perusahaan, namun tersedia kotak P3K dan apabila ada karyawan yang sakit di
rujuk ke Rumah Sakit di Tanjung Redeb (dengan jarak sekitar 32 Km bisa
ditempuh sekitar 40 menit) dengan memakai fasilitas BPJS Kesehatan.

Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an.IN dan JR ) diperoleh informasi
bahwa PT Inhutani | Unit Sambarata telah merealisasikan tunjangan
kesejahteraan kepada karyawannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan
yang ada.

PBPH PT Inhutani | Unit Sambarata memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan
kepersertaan jaminan sosial ketengakerjaan dan fasilitas karyawan, diterapkan
sesuai standar yang berlaku.

Nilai Kinerja (16/18) x 100 % = 88,89 % (BAIK)
Indikator 4.5
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Berdasarkan Nilai Kinerja Indikator pada masing-masing aspek, maka TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR yang
dicapai = 44 dari nilai maksimal yang dapat dicapai = 63 atau sebesar 69,84 % dengan perhitungan sebagai

berikut :
No. ASPEK Indikator Nilai Kinerja Nilai Nilai Kinerja
Indikator Kematangan Indikator
Indikator Maksimal
1.1 Baik 3 3
1.2 Buruk 1 3
1. PRASYARAT 1.3 Baik 3 3
1.4 Sedang 2 3
1.5 Sedang 2 3
2.1 Baik 3 3
2.2 Sedang 2 3
2.3 Buruk 1 3
2. | PRODUKS 24 Sedang 2 3
25 Baik 3 3
2.6 Sedang 2 3
3.1 Sedang 2 3
3.2 Sedang 2 3
3. EKOLOGI 3.3 Sedang 2 3
3.4 Sedang 2 3
3.5 Sedang 2 3
4.1 Sedang 2 3
4.2 Buruk 1 3
4. SOSIAL 4.3 Sedang 2 3
4.4 Sedang 2 3
4.5 Baik 3 3
Jumlah 44 63
Total Nilai Kinerja Indikator PHL (44163)x100% = 69,84 %
SEDANG

Halaman 48 dari 63



O/ vV

L Tiwerion F1-02.15 Rev.1

4.2 HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU :

Prinsip 1.
Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan
1. | Verifier : | Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.
11.1.a.
Nilai : | MEMENUHI
Uraian . | Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang dimiliki oleh PBPH PT Inhutani | unit Sambarata
Justifikasi terhadap keberadaan dokumen legal terkait pemberian PBPH atau Hak Pengelolaan dapat

diuraikan sebagai berikut :

Terdapat dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) PT Inhutani | unit Sambarata
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.195/Menhut-I1/2006
Tanggal 1 Juni 2006. SK pada areal seluas £ 106.020 ha di Provinsi Kalimantan Timur. SK
dilampiri dengan Peta Lampiran Luas + 106.020 Ha yang dibuat dengan Skala 1: 100.000 yang
ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H. M.S. Kaban, SE. M.Si dan dibubuhi dengan stempel
basah Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Dalam SK dijelaskan Perpanjangan IUPHHK atas areal hutan produksi seluas + 106.020 ha yang
terdiri dari hutan produksi terbatas seluas + 95.830 ha dan hutan produksi tetap seluas + 10.190
ha. Areal kerja tersebut terdiri dari areal berhutan efektif seluas + 97.304 ha, hutan tanaman +
2.011 ha dan areal tidak berhutan seluas * 4.544 ha, sisanya merupakan kawasan lindung
(sempadan sungai, areal perladangan plasma nutfah, kebun benih, plot permanen, buffer zone,
dan kawasan dengan dengan kelerengan > 40%) seluas + 2.161 ha.

Terdapat Perubahan SK MenLHK Nomor: SK.570/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 3
September 2021 yaitu perubahan sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan
Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada
Hutan Alam.

Dapat diverifikasi keberadaan dokumen legalitas perseroan berupa :
a.  Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir

Terdapat Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas “P.T. Ekspoloitasi dan Industri Hutan”
disingkat P.T. INHUTANI No. 5 tanggal 8 Desember 1973 oleh Notaris MURSANTO, S.H. dengan
alamat Notaris di Jakarta.

Terdapat Akta Perubahan Terakhir No. 21 Tanggal 26 Nopember 2024 yang dibuat didepan
Notaris DR. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., H.Kn.. Akta perubahan, telah disahkan oleh
MenKUMHAM Rl sesuai surat dengan No. AHU-AH.01.09-0281678 tgl 29 Nopember 2024.

Sesuai Akta Perubahan Terakhir No. 21 Tanggal 26 Nopember 2024 Pengurus Perusahaan PT
Inhutani | unit Sambarata saat dilakukan audit yaitu:

Susunan Dewan Komisaris :
a) Komisaris Utama : Ir. Hanni Adiati Hadi

b) Komisaris . Ir. Hudoyo

c) Komisaris . Masjaya
Susunan Direksi

a) Direktur Utama : Oman Suherman

b) PIt. Senior Executive Vice President Perencanaan dan Pemasaran : Amas Wijaya
c¢) Senior Executive Vice President Operasional : Amas Wijaya

d) Senior Executive Vice President Keuangan dan SDM : Kuwat Agustyawan

b. NPWP

PBPH PT INHUTANI | UMHA Sambarata memiliki copy kartu wajib pajak dengan nomor NPWP:
01.000.064.4-727.003.

c. NiB

PT Inhutani | unit Sambarata telah memiliki Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko sesuai
ketentuan Undang Undang Cipta Kerja nomor 6 Tahun 2023 dengan NIB 9120102222117.

Halaman 49 dari 63



¢/ VKAN

- e Akredes Nescnn F1-02.15 Rev.1
2. | Verifier : | Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak
1.1.1b ada)
Nilai . | Not Applicable (N/A)
Uraian . | Berdasarkan telaah dokumen perubahan RKUPH-PBPH periode 2022-2031, dokumen RKTPH
Justifikasi Tahun 2024, RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026 serta informasi Management

Represantatif (MR) PT Inhutani | unit Sambarata dapat dipastikan tidak terdapat penggunaan
kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH.

Sehingga dengan demikian maka untuk verifier 1.1.1.b. Penggunaan kawasan yang sah di luar
kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada) tidak dapat diverifikasi atau Not

Applicable (N/A).
Prinsip 2.
Memenubhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
1 | Verifier : | Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan
211.a. lampiran- lampirannya.
Nilai : | MEMENUHI
Uraian : | Dokumen RKUPH periode 2022-2031
Justifikasi Bahwa PT Inhutani | unit Sambarata telah memiliki Dokumen RKUPH-PBPH periode Tahun

2022 -2031 dan telah disahkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor: 6028/MenLHK- PHPL/UHP/HPL.1/10/2021 tanggal 07 Oktober
2021. SK dilengkapi Peta lampiran RKUPH-PBPH periode 2022 - 2031 Skala 1 : 100.000.
Peta dibuat oleh GanisCANHUT-PHPL atas nama NURDIN dengan No.Reg.01210006883,

Sesuai dokumen SK RKUPHHK- PT Inhutani | unit Sambarata Periode Tahun 2022 — 2031
rencana pemanenan pada PT Inhutani | unit Sambarata adalah:
a. Penataan Areal Kerja PT Inhutani | unit Sambarata seluas + 106.020 Ha. Terdiri atas
Kawasan lindung % 5.717 Ha. dan areal produksi + 100.303 Ha.
b. Rencana penebangan dengan system silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI),
adalah sebagai berikut :
o Etat Luas maksimum + 29.411 Ha/10 Tahun.
o Etat Volume maksimum + 1.699.016,42 m3/10 Tahun.

c. Target volume tebangan pada RKTPH mengacu pada hasil ITSP dengnan intensitas
sampling 100% dan jatah tebang tahunan maksimal yang diberikan adalah dengan rincian
sebagai berikut:

Dokumen Perubahan RKUPH periode 2022-2031

Terdapat Dokumen Perubahan RKUPH periode Tahun 2022 -2031 yang telah disahkan
berdasarkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 11858 Tahun 2025 tanggal 19
Desember 2025. SK dilengkapi dengan Peta lampiran Perubahan RKUPH-PBPH periode 2022
- 2031 Skala 1:100.000. Peta dibuat oleh GanisCANHUT-PHPL atas nama Achmad Yadi
dengan No.Reg.01230006947.

Sesuai dokumen SK Perubahan RKUPHHK- Periode Tahun 2022 — 2031 Nomor: 11858 Tahun
2025 tanggal 19 Desember 2025, Rencana kerja pada PT Inhutani | unit Sambarata adalah:

1. Penataan Areal Kerja seluas + 106.020 Ha terdiri atas :
a) Kawasan Lindung / Areal Preservasi seluas + 9.563 Ha.
b) Areal Produksi seluas + 83.037 Ha.
c) Kebun Sawit seluas + 899 Ha.
d) Areal Penggunaan Lain (APL) seluas + 12.521 Ha.

2. Jenis kegiatan usaha berupa multiusaha kehutanan dengan kegiatan pemanfaatan hasil
hutan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) dengan sistem silvkultur TPTI, Pemanfaatan Jasa
lingkungan (perlindungan keanekaragaman hayati, wisata minat khusus dan penyerapan
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dan/atau penyimpanan karbon), pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) melalui
Kemitraan Konsesi Hutan Pola Agroforestry dengan penanaman jenis Aren, Petai, Jengkol,
Durian, Nangka, Cempedak, Coklat dan jenis MPTS lainnya.
3. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari :
a) Pemanfaatan Jasa Lingkungan
b)  Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) denfan Sistem
Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) sebagai berikut :
o Etat Luas Maksimun + 29.536,14 Ha/10 Tahun.
e FEtat Volume Maksimum + 1.714.608,16 m?® /10 tahun.
c)  Penanaman Non Hutan (Teknik SILIN)

Target penanaman Teknik Silvikultur Intensif (SILIN) berdasarkan penutupan lahan
dan kesesuaian tapak periode tahun 2022 — 2031 seluas + 885 Ha selama 10 tahun
atau £ 88 Ha/tahun.

Dokumen IHMB

Bahwa PT Inhutani | unit Sambarata telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi Hutan
Menyeluruh Berkala sebagai bahan acuan penyusunan dokumen RKUPH-PBPH periode tahun
2022 - 2031 dan telah menyampaikan Laporan Hasil IHMB kepada Direktur Usaha Hutan
Produksi melalui Surat Direktur Utama PT Inhutani | unit Sambarata Nomor : 0732/111A/INH/2021
tanggal 21 Mei 2021.

Terdapat Arsip Dokumen Pelaksanaan IHMB tahun 2021 yang telah disusun sebagai dasar
acuan dalam penyusunan dokumen RKUPHHK PT Inhutani | unit Sambarata periode 2022-

2031.
Verifier : | Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh
21.2.h. pejabat yang berwenang, meliputi :

e Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan
IHMBl/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang
kehutanan

e Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh
pejabat yang berwenang.

o Petarencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut

Nilai - | MEMENUHI
Ringkasan | : | pokumen RKUPH periode 2022-2031
Justifikasi

Bahwa PT Inhutani | unit Sambarata telah memiliki Dokumen RKUPH-PBPH periode Tahun
2022 -2031 dan telah disahkan berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor: 6028/MenLHK- PHPL/UHP/HPL.1/10/2021 tanggal 07 Oktober
2021. SK dilengkapi Peta lampiran RKUPH-PBPH periode 2022 - 2031 Skala 1 : 100.000.
Peta dibuat oleh GanisCANHUT-PHPL atas nama NURDIN dengan No.Reg.01210006883,

Dokumen Perubahan RKUPH periode 2022-2031

Terdapat Dokumen Perubahan RKUPH periode Tahun 2022 -2031 yang telah disahkan
berdasarkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 11858 Tahun 2025 tanggal 19
Desember 2025 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2022 — 2031 Atas Nama PT Inhutani |
unit Sambarata Provinsi Kalimantan Timur. SK dilengkapi dengan Peta lampiran Perubahan
RKUPH-PBPH periode 2022 - 2031 Skala 1: 100.000. Peta dibuat oleh GanisCANHUT-PHL
atas nama Achmad Yadi dengan No.Reg.01230006947.

Dokumen IHMB

Bahwa PT Inhutani | unit Sambarata telah melaksanakan kegiatan IHMB sebagai bahan acuan
penyusunan dokumen RKUPH-PBPH periode tahun 2022 — 2031 dan telah menyampaikan
Laporan Hasil IHMB kepada Direktur Usaha Hutan Produksi melalui Surat Direktur Utama PT
Inhutani | unit Sambarata Nomor : 0732/111A/INH/2021 tanggal 21 Mei 2021.
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Dokumen RKTPH Tahun 2024 dan Carry Over RKTPH Tahun 2023

Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2024 dan Carry Over RKTPH Tahun 2023 yang telah
disahkan secara self-approval melalui sistem online SiPASHUT oleh Direktur Utama PT Inhutani
[ unit Sambarata berdasarkan SK Nomor: 1014/XIl/Inhutani/2023 tanggal 28 Desember 2023.
SK berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. SK
dilengkapi Peta Lampiran RKTPH Tahun 2024 dengan skala 1: 50.000. Peta dibuat oleh
GanisPH Canhut; Achmad Yadi dengan No.Register: 01210006947.

Adapun target Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) pada RKTPH Tahun
2024 yaitu:

a. Target TPTIRKTPH 2024, Target TPTI pada areal sebanyak 38 petak dengan luas areal
2.907 Ha dan jumlah pohon sebanyak 38.406 batang serta volume sebesar 102.398,52
m3.

b. Target PWH RKTPH Tahun 2024, nihil;

c. Target TPTI Carry Over RKTPH 2023 (nihil);

d. Target PWH Carry Over RKTPH Tahun 2023, meliputi Jalan menuju blok terdiri jalan
utama sepanjang 350,55-meter dan jalan cabang sepanjang 3.575,23-meter dengan
volume 2.902,30 m3 dan jumlah pohon sebanyak 648 pohon;

Dokumen RKTPH Tahun 2025 dan Carry Over RKTPH Tahun 2024

Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2025 dan Carry Over RKTPH Tahun 2024 yang telah
disahkan berdasarkan SK Nomor: 1545/Xll/Inhutani/2024 tanggal 30 Desember 2023. SK
berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. SK
dilengkapi Peta Lampiran RKTPH Tahun 2024 PT Inhutani | unit Sambarata dengan skala 1:
50.000 yang dibuat oleh GanisPH Canhut; Achmad Yadi dengan No.Register: 01210006947.

Adapun target Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) pada RKTPH Tahun

2025 yaitu:

a. Target TPTIRKTPH 2025, Target TPTI pada areal sebanyak 50 petak dengan luas areal
2.767 Ha dan jumlah pohon sebanyak 32.177 batang serta volume sebesar 88.396,66 m®.

b. Target PWH RKTPH Tahun 2025, dengan rincian Jalan di dalam blok terdiri jalan utama
sepanjang 10.979,06-meter dan jalan cabang sepanjang 29.233,60-meter dengan volume
1.802,14 m* dan jumlah pohon sebanyak 853 pohon.

c. Target TPTI Carry Over RKTPH 2024, pada areal sebanyak 4 petak dengan luas areal 400
Ha dan jumlah pohon sebanyak 1.604 batang serta volume sebesar 4.242,05 m?.

d. Target PWH Carry Over RKTPH Tahun 2024 nihil.
Dokumen RKTPH Tahun 2026

Terdapat dokumen RKTPH Tahun 2026 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan
Nomor: 069/1l/Inhutani/2026 tanggal 20 Februari 2026. SK berlaku sejak tanggal 13 Februari
2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. SK dilengkapi dengan Peta Lampiran
RKTPH Tahun 2026 dengan skala 1: 50.000. Peta dibuat oleh GanisPH Canhut; Achmad Yadi
dengan No.Register: 01210006947.

Adapun target Pemanfaatan Hutan pada RKTPH Tahun 2026 yaitu:

a. Target TPTIRKTPH 2026, pada areal sebanyak 31 petak dengan luas areal 3.033,94 Ha
dan jumlah pohon sebanyak 31.507 batang serta volume sebesar 71.087,18 m?.

b. Target PWH RKTPH Tahun 2026, dengan rincian tebangan pada areal sebanyak 28 petak
dengan luas areal 3.033,968,124 Ha dan jumlah pohon sebanyak 668 batang serta volume
sebesar 1.387,76 m®.

Penugasan GanisPH CANHUT

a. Terdapat Penugasan GanisPH CANHUT pada areal PT Inhutani | unit Sambarata atas
nama Achmad Yadi dengan No.Register: 01230006947 .

b. Terdapat Penugasan GanisPH CANHUT pada areal PT Inhutani | unit Sambarata atas
nama Achmad Yalhsan Nararya Putra Maidi dengan No.Register: 01250023032.

3 | Verifier
2.21.a.

Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya
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Nilai : | MEMENUHI
Ringkasan | : | Terdapat dokumen hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau Timber
Justifikasi Cruising pada PT Inhutani | unit Sambarata dengan uraian sebagai berikut:

a. Terdapat Dokumen Timber Cruising (TC) pada Blok RKTPH Tahun 2024. Dokumen
dilengkapi dengan Peta penyebaran Pohon skala 1:1.500. Buku Laporan Timber Cruising
(TC) dan Peta Penyebaran Pohon tiap Petak dibuat dan ditanda tangani oleh GanisPH
CANHUT; Achmad Yadi No.Register SIGANISHUT 01230006947

Dokumen ITSP dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ITSP
Blok URKT 2024 yang telah dilaksanakan pada areal URKT 2024 sebanyak 38 petak
dengan luas 2.907 Ha (intensitas 100%).

Terdapat dokumen Pakta Integritas perihal Kebenaran Data dan Informasi dalam Laporan
Hasil ITSP yang ditanda tangani oleh GanisPH CANHUT; Achmad Yadi No.Register
SIGANISHUT 01230006947 serta terdapat Rekapitulasi hasil Timber Cruising pada areal
sebanyak 38 petak dengan total luas 2.907 Ha dengan hasil timber cruising sebanyak
90.417 pohon dengan perkiraan volume 200.977,10 m3.

b. Terdapat Dokumen Timber Cruising (TC) pada Blok RKTPH Tahun 2025 yang dilengkapi
dengan Peta penyebaran Pohon skala 1:1.500. Buku Laporan Timber Cruising (TC) dan
Peta Penyebaran Pohon tiap Petak dibuat dan ditanda tangani oleh GanisPH CANHUT;
Achmad Yadi No.Register SIGANISHUT 01230006947.

Terdapat dokumen Surat Pernyataan Kebenaran Pelaksanaan kegiatan ITSP pada areal
blok tebangan URKTPH Tahun 2025 yang telah dilaksanakan pada areal sebanyak 51
petak dengan luas 2.788 Ha (intensitas 100%).

Terdapat dokumen Pakta Integritas perihal Kebenaran Data dan Informasi dalam Laporan
Hasil ITSP pada areal Blok URKT Tahun 2025 serta dokumen Rekapitulasi hasil Timber
Cruising dengan hasil timber cruising sebanyak 101.130 pohon dengan perkiraan volume
180.907,58 m®.

c. Terdapat Dokumen Timber Cruising (TC) pada Blok RKTPH Tahun 2026 yang dilengkapi
dengan Peta penyebaran Pohon skala 1:1.500 yang dibuat dan ditanda tangani oleh
GanisPH CANHUT; Achmad Yadi No.Register SIGANISHUT 01230006947.

Terdapat dokumen Surat Pernyataan Kebenaran Pelaksanaan kegiatan ITSP oleh Achmad
Yani (GanisPH Canhut) dan Ihsan Nararya Maidi (GanisPH Canhut). Sesuai dokumen
Berita Acara, kegiatan ITSP telah dilaksanakan pada areal URKT 2026 sebanyak 31 petak
dengan luas 3.033,94 Ha (100%).

Terdapat rekapitulasi hasil Timber Cruising pada areal RKTPH Tahun 2025 Reguler pada
areal sebanyak 51 petak dengan total luas 2.788 Ha dengan hasil timber cruising sebanyak
101.130 pohon dengan perkiraan volume 180.907,58 m?.

Seterusnya hasil verifikasi lapangan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

Penandaan Pohon telah dilakukan pada pohon yang ditebang dan pohon inti. Dapat diverifikasi
adanya peta penyebaran pohon sesuai petak yang telah dilakukan. Uji petik dilakukan pada
Petak K.24 pada areal RKTPH 2026. Hasil uji sampling dapat ditemukan bukti penandaan pohon
pada petak K.24 pada areal RKTPH 2026 ditemukan telah sesuai.

Beberapa penandaan Timber Cruising yang dapat diverifikasi pada areal Petak K.24 areal
RKTPH 2026 antara lain:

No. I’LOB::: o‘:‘né Jenis L:C I?elt‘:jll Koordinat Keterangan
1. 1046 Keruing 36 40 N: 02 28' 23,24” dan E: 117° 06' 26,90" | Pohon Inti
2. 1310 Tengkawang 39 39 N: 02 28' 23,91" dan E: 117" 06 26,90”. Pohon Inti
3. 1320 Keruing 28 28 N: 02" 28 23,30" dan E: 117" 06 26,96”. Pohon Inti
4. 1324 Meranti Kuning 36 46 N: 02" 28' 23,92" dan E: 117" 06’ 26,46". Pohon Inti
5. 1336 Keruing 38 42 N: 02 28 24,65" dan E: 117" 06 27,80 Pohon Inti
6. xxx0489396 | Meranti 60 60 N: 02" 28' 23,35" dan E: 117° 06’ 26,94" | Pohon Tebang
7. xxx0499293 | Keruing 58 55 N: 02° 28' 24,65” dan E: 117" 06’ 27,80 Pohon Tebang
8. xxx0509284 | Bangkirai 100 100 N: 02° 28' 24,65” dan E: 117" 06’ 27,80 Pohon Tebang
9. xxx0509285 | Keruing 67 65 N: 02° 28 24,65" dan E: 117" 06 27,80 Pohon Tebang
10. Xxx0497081 Meranti Putih 58 46 N: 02° 28 24,65” dan E: 117" 06’ 27,80 Pohon Tebang
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4. | Verifier : | Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang
2.21.h. boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.
Nilai : | MEMENUHI
Ringkasan | : | Bahwa PT Inhutani | unit Sambarata telah menetapkan kawasan yang boleh ditebang dan yang
Justifikasi tidak boleh ditebang di dalam areal kerja PT Inhutani | unit Sambarata.

Dapat diverifikasi areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang berupa:

1) Dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha
Pemanfaatan Hutan (RKUPH-PBPH) periode Tahun 2022 -2031 Nomor: 11858 Tahun
2025 tanggal 19 Desember 2025 beserta Peta Lampirannya.

2) Peta Lampiran RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026 dengan skala 1: 50.000 yang
dibuat oleh GanisPH Canhut; ACHMAD YADI dengan No.Register: 01210006947. Peta
memuat areal yang boleh ditebang dan yang tidak boleh ditebang beserta areal yang
ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu antara lain KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai.

Terdapat dokumen SK Penetapan Kawasan Lindung Nomor. 354A/INH-SBRT/2021 tanggal 15
Desember 2021. Adapun Kawasan lindung yang dikelola pada PT Inhutani | unit Sambarata
dengan total luas 5.717 Hektar dengan rincian sebagai berikut:

a. Sepadan Sungai seluas 240 Hektar,

b. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL) seluas 1.400 Hektar,
c. Kawasan Lereng E seluas 1.965 Hektar,

d. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas 2.112 Hektar.

Hasil telaah Lampiran Peta RKTPH Tahun 2025 dan Peta RKTPH Tahun 2026 skala 1:50.000
yang memuat areal yang tidak boleh ditebang yaitu lokasi pengelolaan Kawasan Sempadan
Sungai Atap pada areal RKTPH Tahun 2026 yang terletak pada koordinat N: 02° 26’ 44,15” dan
E: 117° 06’ 42,39".

5. | Verifier : | Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya
221.¢ di lapangan.
Nilai : | MEMENUHI
Uraian : | Bahwa PT Inhutani | unit Sambarata telah melaksanakan kegiatan Penandaan lokasi blok
Justifikasi tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.

Dapat diverifikasi dokumen penataan blok/petak tebangan antara lain: Peta Lampiran RKTPH
Tahun 2024, RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026 dengan skala 1: 50.000. Peta dibuat
oleh GanisPH Canhut; Achmad Yadi dengan No.Register: 01210006947 .

Dapat diverifikasi bahwa dapat diketemukan Penandaan lokasi blok tebangan/ blok
RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti implementasinya di lapangan.

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan secara sampling, dapat dijumpai
adanya penandaan batas blok maupun batas petak pada areal RKTPH 2025 dan RKTPH 2026
sebagai berikut:

1)  Tanda Batas areal Blok RKTPH 2025 serta Plang Nama RKTPH 2025 yang terletak pada
petak AB24 pada titik koordinat N: 02° 27’ 53,03" dan E: 117° 15’ 20,72".

2)  Tanda Batas Petak AA.27 dan AA.26 pada Blok RKTPH 2025 pada titik koordinat N: 02°
29 30,89" dan E: 117° 14’ 51,49".

3)  Tanda Batas areal Blok RKTPH 2026 serta Plang Nama RKTPH 2026 yang terletak pada
petak L.21 pada titik koordinat N: 02° 26’ 44,00” dan E: 117° 07’ 05,70".

4)  Tanda Batas Petak K.25 dan Petak K.24 pada Blok RKTPH 2026 pada titik koordinat N:
02° 28’ 25,90” dan E: 117° 06’ 28,60".

5)  Tanda Batas Petak K.23 dan Petak K.24 pada Blok RKTPH 2026 pada titik koordinat N:
02° 27° 53,40” dan E: 117° 06’ 14,50".

6) Tanda Batas Petak K.23 dan Petak J.23 pada Blok RKTPH 2026 pada titik koordinat N:
02° 27’ 32,70" dan E: 117° 06’ 00,70".
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7)  Tanda Batas Petak J.22 dan Petak J.23 pada Blok RKTPH 2026 pada titik koordinat N:
02° 27° 20,60” dan E: 117° 05’ 51,50".

8)  Tanda Batas Petak J.22 dan Petak K.22 pada Blok RKTPH 2026 pada titik koordinat N:
02° 26’ 52,60" dan E: 117° 06’ 00,80".

9) Tanda Batas Petak K.22 dan Petak K.21 pada Blok RKTPH 2026 pada titik koordinat N:
02° 26’ 47,90” dan E: 117° 06’ 28,80".

6. | Verifier : | Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal
2.21.d penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.
Nilai : | N/A (Not Applicable)
Uraian : | Bahwa sesuai Izin PBPH serta dokumen Perubahan RKUPH-PBPH periode 2022-2031, PT
Justifikasi Inhutani | unit Sambarata merupakan pemegang PBPH dalam Hutan Produksi Kayu Alam yang

menerapkan Sistem Silvikultur TPTI. Dalam hal ini, PT Inhutani | unit Sambarata melakukan
kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal dengan sistim silvikultur TPTI.
Berdasarkan telaah dokumen Perubahan RKUPH periode 2022-2031, dokumen RKTPH Tahun
2025 dan RKTPH Tahun 2026 serta informasi Management Represantatif (MR) PT Inhutani |
unit Sambarata dapat dipastikan tidak terdapat pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada
areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.

Dengan demikian maka verifier 2.2.1.d. tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (N/A).

Prinsip 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat
1 | Verifier : | Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
31.1.a
Nilai : | MEMENUHI
Uraian . | Selama periode audit Penilikan ke-1 S-PHL, PT Inhutani | unit Sambarata telah menerbitkan
Justifikasi Buku Ukur dan telah di upload ke dalam SIPUHH yang seterusnya telah diterbitkan LHP.

Terdapat buku ukur yang telah diterbitkan dan telah diupload dalam SIPUHH mencakup berupa
Buku Ukur RKTPH Tahun 2024, RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026 dengan jumlah
keseluruhan sebanyak 197 set buku ukur untuk kayu log sebanyak 34.758 batang dengan
volume sebesar 177.918,89 M®. Buku ukur telah dibuat di TPn/TPK Hutan PT Inhutani | unit
Sambarata oleh penanggungjawab P2LHP atas nama Mahmud Riyadi dengan Nomor Register
SIGANISHUT 23230006722.

Selanjutnya atas buku ukur yang terupload pada SIPUHH menjadi dasar penerbitan LHP
sebanyak 76 set LHP untuk kayu log sebanyak 34.758 batang dengan volume sebesar

177.918,89 M=,
Jumlah
No. Periode Penerbitan LHP Jml. Set
Batang Volume (M?)

1. | RKTPH 2024 (Jan. s/d Des. 2025) 47 16.843 91.312,93
.| RKTPH 2025 (Jan. s/d Feb. 2026) 26 16.338 79.267,21
3. | RKTPH 2026 (Jan. s/d Maret 2026) 3 1.577 7.338,75
Jumlah : 76 34.758 177.918,89

Penerbitan LHP telah dilakukan di TPn/TPK Hutan oleh penanggungjawab P2LHP atas nama

Mahmud Riyadi dengan Nomor Register SIGANISHUT 23230006722.

PT Inhutani | unit Sambarata telah menetapkan simpul simpul penatausahaan hasil hutan kayu

yaitu:

1. Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan untuk RKTPH tahun 2024 telah ditetapkan
berdasarkan SK Nomor: 06/I/Inh-Divre-KTSS/2024 tanggal 31 Januari 2024.
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2. Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan untuk RKTPH tahun 2025 telah ditetapkan
berdasarkan SK Nomor: 132/XIl/Inh-Divre-KTSS/2024 tanggal 30 Desember 2024.

3. Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan untuk RKTPH tahun 2026 telah ditetapkan
berdasarkan SK Nomor: 004/1I/Inh-Divre-KTSS/2026 tanggal 23 Februari 2026. SK berlaku
s/d tanggal 31 Desember 2026

4. Penetapan Lokasi TPK Antara / Loading Point Dalam Hutan Alam Periode 2025 - 2029
sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direktur Nomor: 1560/XIl/Inhutani/2024 tgl 30
Desember 2024.

Bahwa PT Inhutani | unit Sambarata telah melakukan penatausahaan kayu secara online
menggunakan SIPUHH Online dan berstatus AKTIF. Terdapat sarana dan prasarana untuk
penatausahaan kayu yang diperlukan. Untuk pemenuhan jaringan internet telah digunakan
profider StarLink yang telah terpasang di areal TPK Hutan dan TPK Antara. Telah ditunjuk
Operator SIPUHH atas nama Mahmud Riyadi sebagai Operator SIPUHH Online dan SiPNBP
berdasarkan SK Nomor: 356/11l/Inhutani/2021 tanggal 24 Maret 2021.

2 | Verifier Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen
31.2a angkutan yang sah
Nilai MEMENUHI
Uraian Berdasarkan hasil verifikasi Dokumen SKSHHK PT Inhutani | unit Sambarata telah menerbitkan
Justifikasi Dokumen SKSHHK yang dipergunakan untuk menjamin keabsahan dan legalitas pemindahan/

pengangkutan kayu hutan alam dari Kawasan Hutan ke luar areal atau penjualan.

Terdapat arsip penerbitan Dokumen SKSHHK untuk pengangkutan dari areal TPK Hutan ke TPK
Antara Km.00 sebanyak 3.093 set untuk pengangkutan Kayu Log sebanyak 36.367 batang
dengan volume seluruhnya 186.975,73 M® SKSHHK untuk pengangkutan dari TPK Antara
Km.00 ke Industri Penjualan sebanyak 66 set dokumen SKSHHK untuk pengangkutan Kayu Log
sebanyak 36.990 batang dengan volume seluruhnya 189.726,24 M. Penerbitan Dokumen
DKDS sebanyak 8 set dokumen untuk log sebanyak 701 batang volume seluruhnya 1.419,71
m3.

Penugasan personil GanisPH PKB sebagai P2SKSHHK maupun sebagai P3KB dengan rincian
sebagai berikut:

No Nama Register Kualifikasi Jabatan

1. | Mahmud Riyadi 23230006722 GANISPH PKB P2LHP TPK Hutan

2. | Irwan Laharja 23230006843 GANISPH PKB P2SKSHHK TPK Antara Km.00
3. | M. Fathur Rachman 23250022774 GANISPH PKB P2SKSHHK TPK Hutan

4. | Jessua Rizky 23250023501 GANISPH PKB P3KB TPK Antara Km. 00

Jumlah GanisPH PKB telah sesuai dengan kebutuhan tiap simpul PUHH yang ada.

PT Inhutani | unit Sambarata telah menetapkan simpul simpul penatausahaan hasil hutan kayu
yaitu penetapan lokasi TPn, TPK Hutan maupun TPK Antara sesuai dengan keputusan
berdasarkan SK Penetapan Direksi PT Inhutani | unit Sambarata seperti pada verifier 3.1.1.a..

Bahwa PT Inhutani | unit Sambarata telah melakukan penatausahaan kayu secara online
menggunakan SIPUHH Online dan berstatus AKTIF seperti telah diuraikan pada verifier 3.1.1.a.

Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur LHP dilakukan dengan mengambil sampel
sebanyak 513 batang sesuai dengan stok akhir. Hasil uji petik mendapatkan tidak terdapat
perbedaan hasil antara dokumen dengan pengukuran terhadap jenis dan jumlah Log.
Perbedaan terjadi terhadap hasil pengukuran volume dengan besar tingkat perbedaan yang
masih dapat diterima dengan hasil uji petik 1,92 %.

Terkait ketersediaan data geolokasi pada kayu bulat yang dipasok dapat disampaikan bahwa PT
Inhutani | unit Sambarata telah melaporkan secara elektronik ke SIPASHUT bersama Peta
RKTPH yang memuat informasi/ data geolokasi areal penebangan kayunya, berupa Poligon
Koordinat Batas Blok RKT (format GeoJSON).

Selanjutnya hasil pemeriksaan silang antara dokumen SKSHHK yang diterbitkan untuk
pengangkutan kayu log penjualan ke Industri dengan dokumen realisasi jual beli hasil hutan
kayu yang diperjual belikan/dipindahtangankan dapat dilihat seperti table dibawah :
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No. |  SKSHHK Tanggal Batang | Volume (W) No. BAST Tanggal Keterangan
1. | KBICBS65113 | 13 Jan 2026 330 141846 | 0081V Aah-LIMH.Sbe/2026 13 Jan 2026 Sesua
2 | KBC4982453 | BFeb 2025 193 S57.71 | 08aV Alnh-AMH Sbelf2025 B Feb. 2026 Sesua
3 | KB.CS084340 | 28 Feb 2025 683 427754 | DIGaV A UMHSbAI2025 | 28Feb 2026 | Besual
4 | KBICS263779 | 22 Apel 2025 890 441973 | 024NV AIhAMHSOAR02 | 22Ani 2025 | Sesual
5 | KBCS397976 | 15Me2025 127 408346 | 036V A/InbUMH.ShA2025 | 15 Mei 2025 Sesua
b | KBICS895417 | 21 Agust 2025 2% 1687.05 | O7BNVAInb-UMELSDA2025 | 21Agust 2020 | Sesual |
7 | KB.CE254813 | 3104 2025 910 451995 | 2EVIVAIDh-UMHSHAR025 | 310 2025 | Sesual
Berdasarkan dokumen LMKB, posisi kayu bulat pada saat audit adalah :
., Volume
No Uraian Big w3 Keterangan
1 | Stok Awal April 2024 8.775 4442363 | RKT Tahun 2024
a. TPK Hutan 6.430 33.253,97
b. TPK Antara 2.345 11.169,66
Jumlah Stok Awal 8.775 44.423,63
2 | Penambahan Selama Periode Audit
a. LHP Bulan April sd Desember 2024 16.145 85.357,01 | Th.2024 = 19 setLHP
b. LHP Bulan Januari sd Desember 2025 16.338 79.267,21 Th. 2025 = 12 set LHP
¢. LHP Bulan Januari sd Maret 2026 1.577 7.338,75 | Th. 2026 = 3 set LHP
Jumlah Penambahan 34.060 171.962,97 | Total = 34 set LHP
3 | Pengurangan Selama Periode Audit
a. Penggunaan Sendiri (DKDS) 706 1.452,05 | No.BA DKDS/tanggal
¢. SKSHHK Industri/ Penjualan
SKSHHK TPK Hutan KM 32 dan 55 36.367 186.975,73 | 3093 set SKSHHK
SKSHHK TPK Antara ..... 36.990 189.726,24 66 set SKSHHK
d. BAP Kayu Hilang/ Tenggelam dlI - -
Jumlah Pengurangan 37.696 191.178,29
4 | Stok Akhir (Saat Audit) 5.139 25.208,31
Stok Akhir Berada di :
TPK Hutan Km 32 dan 55 4545 22.257,11 RKT Tahun 2021 & 2026
Tpk Antara Km 0 594 2.951,20 | RKT Tahun 2025 & 2026
Total STOK 5.139 25.208,31
3. | Verifier : | Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak pengelolaan
31.3.a dapat dilakukan lacak balak.
Nilai : | MEMENUHI
Uraian : | Bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PT Inhutani | unit Sambarata telah
Justifikasi dilaksanakan melalui SIPUHH Online.

Berdasarkan hasil observasi lapangan saat audit Penilikan ke-1 S-PHL dapat diverifikasi
penggunaan barcode yang dilakukan dari TPn / TPK Hutan seluruh kayu yang sudah di LHP kan
sudah dilengkapi barcode dan label nomor produksi :

1) Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id
barcode.

2)  Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa label ecolin warna
merah untuk Nomor Produksi, label warna kuning untuk id barcode dan Cat warna
putih untuk Nomor Produksi.

Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner.
Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Inhutani |
unit Sambarata dapat ditelusuri asal usulnya. Uji Petik ketelusuran kayu dari SKSHHK Industri
dapat ditelusuri melalui penelusuran dokumen dan SIPUHH dari posisi TPK Antara Km.00
sampai ke petak tebangan L.21 areal RKTPH 2026.

4. | Verifier : | Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
3.21.a
Nilai : | MEMENUHI
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Uraian
Justifikasi

Pada pelaksanaan audit Penilikan ke-1 S-PHL pada PT Inhutani | unit Sambarata dapat
diverifikasi bahwa SPP DR dan PSDH telah diterbitkan sesuai dengan LHP baik dari kelompok
jenis, volume dan tarif telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPP atas kewajiban DR dan
PSDH diterbitkan melalui sistem S| PNBP sesuai ketentuan.

Pada periode audit Penilikan ke-1 S-PHL (April 2024 — Maret 2026) dapat diverifikasi bahwa
Kode Billing DR dan PSDH dari kayu hutan alam telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan yaitu
LHP pada RKTPH Tahun 2024, RKTPH Tahun 2025 dan RKTPH Tahun 2026. Kode Billing DR
dan PSDH diterbitkan melalui SI PNBP sesuai ketentuan, dengan total DR dan PSDH yaitu
sebagai berikut :

a) Total Tagihan PNBP atas DR (US$) sebesar US$ 1.091.408,38

b) Total Tagihan PNBP atas DR (IDR) sebesar Rp. 28.319.522.639,00

c) Total Tagihan PNBP atas PSDH sebesar Rp. 14.741.901.511,00

Seluruh tagihan PNBP DR dan PSDH atas hasil pemanenan kayu hutan alam periode audit telah
dibayar lunas oleh pihak perusahaan sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas DR
dan PSDH yang diterbitkan dari SIPNBP.

Pemeriksaan pada SIPUHH dan SI PNBP PT Inhutani | unit Sambarata, diverifikasi bahwa
seluruh LHP yang dibuat telah dibayarkan sesuai kewajiban dengan status “lunas” sampai
pada saat audit dilaksanakan dan tidak terdapat tunggakan PNBP

Verifier
3.3.1.

Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)

Nilai

MEMENUHI

Uraian
Justifikasi

Bahwa PT Inhutani | unit Sambarata sebelumnya telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan
Lestari (S-PHL) dengan Nomor 062.SPHPL.017 tanggal 30 April 2024 dari LPVI PT Trustindo
Prima Karya dengan Predikat BAIK dan masa berlaku hingga tanggal 29 April 2030.

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK Indonesia dengan Nomor: Legal
PHL-31-01-0061 yang terbubuh pada dokumen SKSHHK, yang merupakan dokumen
pengangkutan kayu dari TPn/ TPK Hutan sampai dengan tujuan ke industry serta pada Id-
Barcode

Pembubuhan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 8 Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHP-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi
Legalitas dan Kelestarian; Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.

Prinsip 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

Verifier
41.1.

Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya

Nilai

MEMENUHI

Ringkasan
Justifikasi

Bahwa PT Inhutani | unit Sambarata telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan
oleh instansi terkait yang terdiri Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan HPH, dokumen
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan
(RKL) HPH PT Inhutani | Unit Balikpapan Administratur Berau serta Dokumen Perubahan Izin
Lingkungan atas Dokumen AMDAL kegiatan UPHHK-HA Luas Areal 418.537 Ha dari PT
Inhutani | Unit Balikpapan menjadi PT Inhutani | Unit Sambarata seluas 106.020 Ha.

terdapat dokumen Pengesahan Studi Evaluasi Lingkungan HPH PT Inhutani | Unit | Balikpapan
di Kabupaten Berau dan Kutai Propinsi Kalimantan Timur, tahun 1993, luas 753.400 Ha yang
diberikan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dengan Nomor 1856/DJ-VI/PA/93
tanggal 18 Juni 1993.

Pengesahan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan
(RPL) sesuai SK Direktur Jendral PHPA/Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan Nomor :
66/DJ-VI/AMDAL/1999 tanggal 6 Mei 1999. Dokumen tersebut disusun mengacu pada
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Dokumen Amdal yang disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dengan
Nomor 1856/DJ-VI/PA/93 tanggal 18 Juni 1993.

Terdapat perubahan dokumen Amdal melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor :
503/445/LINGK/DPMPTSP/I1I/2017 tanggal 14 Maret 2017.

Terdapat Dokumen Matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan di Areal Kerja PT Inhutani | unit
Sambarata Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sebagai lampiran SK perubahan
dokumen Amdal.

2. | Verifier : | Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya
41.2.a.
Nilai : | MEMENUHI
Ringkasan . | Terdapat Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana
Justifikasi Pemantauan Lingkungan (RPL) PBPH PT Inhutani | unit Sambarata dan telah mendapat yang

telah disetujui oleh Direktur Jendral PHPA/Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan Nomor :
66/DJ-VI/AMDAL/1999 tanggal 6.

Dengan adanya perubahan luas areal yang dimiliki oleh PT Inhutani | unit Sambarata serta
kebijakan dalam pemantauan kebakaran hutan dan lahan maka dilakukan perubahan dokumen
Amdal melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 503/445/LINGK/DPMPTSP/II/2017 tanggal 14 Maret
2017 tentang Perubahan Izin Lingkungan Atas Dokumen AMDAL Kegiatan UPHHK-HA Luas
Areal + 418.537 Ha Dari PT Inhutani | Unit Balikpapan Menjadi PT Inhutani | unit Sambarata
Seluas + 106.020 Ha Dan Penambahan Pengelolaan Dan Pemantauan Kebakaran Hutan Dan

Lahan.
3. | Verifier : | Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia,
41.2.b. biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik
Nilai : | MEMENUHI
Ringkasan . | Terdapat dokumen Matrik Dampak Penting yang menjadi bagian dari dokumen RKL dan RPL
Justifikasi pada PT Inhutani | unit Sambarata.

PT Inhutani | unit Sambarata telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan
dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang tertuang dalam Laporan Kegiatan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan rutin setiap 6 bulan sekali dan selama periode audit
Penilikan ke-1 PHL laporan yang tersedia Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester | tahun
2024; Semester Il tahun 2024; Semester | tahun 2025; dan Semester Il tahun 2025.

Laporan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester | dan semester Il tahun
2024 dan tahun 2025 telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pelaporan
Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL). Terdapat bukti Tanda Terima Elektronik (TTE) dari
Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) untuk penyampaian laporan
RKL dan RPL.

Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting

aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang dijumpai di lapangan yaitu berupa :

a.  Kegiatan pengeloaan berupa penandaan batas pada Kawasan lindung Sempadan
Sungai;

b.  Kegiatan pengelolaan berupa pengayaan di kawasan kanan kiri jalan dan tanah kosong
serta bekas jalan sarad.

c.  Pemasangan plang himbauan/ larangan di kawasan lindung Sempadan Sungai meliputi
plang himbauan/ larangan dilarang membakar hutan/ lahan, menebang pohon dilindungi,
dilarang berburu, jual beli lahan, membuka lahan/ berkebun, mendirikan bangunan;

d.  Pemasangan plang himbauan/ larangan membakar hutan/ lahan, jual beli lahan,
membuka lahan/ berkebun, mendirikan bangunan yang di pasang pada lokasi strategis;

e.  Pemantauan curah hujan dengan menggunakan Ombrometer yang terpasang di
Basecamp Km 32;

f.  Pemantauan Tinggi Muka Air (TMA) Sungai dengan model lepas pasang di sungai Atap.
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g.  Pemantauan laju erosi dengan metode stik erosi dengan rincian di RKT 2025.

h.  Penyerapan Tenaga Kerja Lokal sebagai karyawan yang bekerja pada PT Inhutani | unit
Sambarata baik itu sebagai tenaga Borongan, Harian maupun Bulanan.

i.  Bantuan untuk acara kerohanian, Kurban Idul Adha maupun acara 17 Agustus

j. Peningkatan dampak positif ke masyarakat sekitar hutan selama rentang waktu audit
yaitu berupa program CD dan CSR Perusahaan kepada masyarakat desa terdampak.

Prinsip 5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1. | Verifier Pedoman/prosedur K3

51.1.a

Nilai MEMENUHI

Uraian Bahwa PT Inhutani I unit Sambarata telah menyusun Dokumen identifikasi bahaya dan

Justifikasi resiko serta tindakan pencegahan dan penanganan K3. Dokumen Identifikasi Bahaya
dan Resiko berjudul “Kajian Manajemen Risiko K3 PT Inhutani | unit Sambarata”.
Dokumen Identifikasi Risiko dibuat di Tanjung Redeb pada tanggal Januari 2024.
PT Inhutani | unit Sambarata telah memiliki dokumen Standar Operational Prosedur
(SOP) Manual Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan Nomor UMH
SBRT/SOP/K3-01; Terbit tanggal 1 Maret 2014.
Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 yang telah
ditetapkan dalam Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
dilingkungan PT Inhutani | unit Sambarata. Didalam Struktur Organisasi Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) tersebut ditetapkan sebagai Ketua Pelaksana K3 atas nama
Joko Susanto (Manager).

2. | Verifier Ketersediaan peralatan K3

51.1.b

Nilai MEMENUHI

Uraian Bahwa PT Inhutani | unit Sambarata telah menyusun Dokumen identifikasi bahaya dan

Justifikasi resiko serta tindakan pencegahan dan penanganan K3. Dokumen Identifikasi Bahaya dan

Resiko berjudul “Kajian Manajemen Risiko K3 PT Inhutani | unit Sambarata”.

Terdapat Daftar Perlengkapan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada PT Inhutani |
unit Sambarata periode Bulan Maret 2024. terdiri antara lain;

a.  Helm proyek,

b.  Sepatu Safety,

¢.  Sepatu Boot,

d.  Rompi (Spot Light),

e. Kotak P3K,

. Alat Komunukasi/Radio
g. Perlatan Transportasi.

Berdasarkan wawancara dengan; Sektretaris Penanggugjawab K3: Alfrida Sakkang (Ahli
K3 Umum) tersedia peralatan K3 di lapangan sesuai ketentuan dan berfungsi dengan
baik, diantaranya:

1) Kotak P3K tersedia di Kantor, Logistik serta Mess Karyawan.

2)  Alat Pelindung Diri seperti helm, kaos tangan dan sepatu boot yang sudah
didistribusikan kepada setiap karyawan.

3)  Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul (assembly point) di Basecamp.
4)  Radio Komunikasi disetipa unit kendaraan besar maupun kecil
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3. | Verifier : | Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
51.1.c
Nilai : | MEMENUHI
Uraian ;| PT Inhutani | unit Sambarata telah mencatat dan menyusun kejadian kecelakaan kerja
Justifikasi dengan membuat laporan setiap bulan periode tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026.

PT Inhutani | unit Sambarata telah menyampaikan laporan catatan kecelakaan kerja
kepada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai
bukti penyampaian catatan kecelakaan kerja kepada instansi terkait.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja di
lingkungan kerja PT Inhutani | unit Sambarata antara lain:

- Sosialisasi K3 kepada seluruh karyawan

- Melengkapi keperluan APD setiap karyawan sesuai peruntukannya,
- Melaksanakan Breefing K3

- Pengunaan APD, dan Inspeksi Tools/ Alat

- Pemberian / pembagian peralatan K3 seperti helm, sarung tangan, masker dan
APD lainnya kepada pekerja di lapangan.

- Pemasangan rambu-rambu Jalan.
- Pemasangan rambu rambu bahaya pada titik titik rawan, misalnya rambu jalan.
- Penggunaan alat komunikasi pada setiap unit.

4. | Verifier : | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk
5.21 membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Nilai : | MEMENUHI
Uraian . | Bahwa di lingkungan karyawan PT Inhutani | unit Sambarata dapat diverifikasi terdapat
Justifikasi serikat pekerja, dengan nama Serikat Pekerja PT Inhutani | (SEJATI).

Serikat Pekerja PT INHUTANI [ (SEJATI); telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Adm. Jakarta Selatan dengan Nomor Bukti Pencatatan:
454/VIP/NI/2006 Tanggal 02 Maret 2006.

Terdapat dokumen Struktur Organisasi Serikat Pekerja PT INHUTANI | (SEJATI) periode
2025-2028 sesuai Surat Ketetapan Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Pekerja PT Inhutani
[ “SEJATI” Nomor: 01/DPW-SEJATI/X/2025 tanggal 6 Oktober 2026 dengan susunan:

Ketua : Permiwati
Wakil Ketua  : Mahmud Riyadi
Sekretaris . Jessua Rizky

Bendahara : Ahmad Yadi

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Inhutani | unit Sambarata
diperoleh informasi bahwa para karyawan telah memahami dan mengetahui tentang adanya
serikat pekerja dilingkungan karyawan PT Inhutani | unit Sambarata. Selanjutnya seluruh
karyawan telah mengikuti serikat pekerja yang dibentuk.

5. | Verifier : | Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
5.2.2
Nilai : | MEMENUHI
Uraian . | Terdapat Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah disahkan berdasarkan Surat
Justifikasi Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Tenaga Kerja, Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor Kep.
4/H1.00.01/00.0000.230707006/B/VI111/2023 tanggal 22 Agustus 2023.

Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT INHUTANI | dan Serikat Pekerja
PT INHUTANI | (SEJATI) Periode Tahun 2023 - 2025 mulai berlaku terhitung tanggal 3
Juli 2023 s.d 3 Juli 2025. Terdapat klausul dalam Bab XX Pasal 55 point 4 disebutkan
Apabila salah satu pihak tidak mengajukan perundingan baru secara tertulis paling
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lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya PKB ini, maka masa berlaku PKB ini
diperpanjang 1 (satu) tahun.

Adapun dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT INHUTANI | dengan Serikat
Pekerja PT INHUTANI | (SEJATI) yang terdiri dari XX (duapuluh) Bab.

6. | Verifier : | Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
523
Nilai : | MEMENUHI
Uraian . | Terdapat daftar karyawan yang bekerja di lingkungan PT Inhutani | unit Sambarata
Justifikasi periode Bulan Maret Tahun 2024. Daftar karyawan terdiri atas karyawan PT Inhutani |

unit Sambarata serta karyawan Pihak Ketiga atau tenaga kontraktor. Berdasarkan daftar
tersebut, dapat diverifikasi jumlah karyawan PT Inhutani | unit Sambarata sebanyak 17
(tujuh belas) serta karyawan kontraktor sebanyak 87 orang (PT AMK) dan sebanyak 144
orang (PT WSS).

Berdasarkan hasil verifikasi data serta hasil wawancara dengan Manajer UMH PT
Inhutani I unit Sambarata; Bapak Joko Susanto, dapat dipastikan bahwa pada PT Inhutani
| unit Sambarata tidak mempekerjakan satupun karyawan yang berusia dibawah 18
tahun.

Karyawan termuda atas nama M. Fathur Rachman, dengan jabatan terakhir sebagai Staff
Junior Kelola Sosial, Lingkungnan dan Pengembangan Usaha yang lahir di Samarinda
pada tanggal 18 Mei 2006 dan mulai bekerja pada PT Inhutani | unit Sambarata tanggal 9
Agustus 2024. Sehingga pada saat yang bersangkutan mulai bekerja pada PT Inhutani |
unit Sambarata telah berusia 18 Tahun 3 Bulan, dan pada saat pelaksanaan audit
Penilikan ke-1 telah berusia 19 Tahun 11 Bulan.

Terdapat copy identitas yang bersangkutan yang dapat diverifikasi.

Berdasarkan nilai verifier yang diberikan pada masing-masing PRINSIP Legalitas Hasil Hutan, yaitu tidak
terdapat verifier yang diberikan nilai “Tidak Memenuhi” , maka PT Inhutani | Unit Sambarata, dinilai
MEMENUHI Standar VLHH.
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KESIMPULAN

Hasil penilaian kinerja PHL PT Inhutani | Unit Sambarata untuk kegiatan penilikan ke-1 (kesatu) adalah :
a) Total Nilai Kinerja PHL yang dapat dicapai = 69,84 %; dan

b) MEMENUHI Standar VLHH Kayu

atau Nilai Akhir Kinerja PHL PT Inhutani | Unit Sambarata pada kegiatan penilikan ke-1 berpredikat
SEDANG.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pengambilan keputusan untuk kegiatan penilikan ke-1 (kesatu) PHL pada PT Inhutani | Unit Sambarata
ditetapkan tanggal 11 Mei 2026, bahwa :

a) PT Inhutani | Unit Sambarata dinyatakan LULUS Penilaian Kinerja PHL.

b) S-PHL PT Inhutani | Unit Sambarata dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup
sertifikasinya dengan perubahan predikat menjadi SEDANG.

arinda, 12 Mei 2026
VI PT Trustindo Prima Karya,
~}

Ir Kurnia, IPU
Direktur
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